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ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan 

Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks) 

 

ABSTRAK 

Apriyanti Nur Rohmah 

NIM. 1817303046 

 

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

 Putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 

687/Pid. Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus 2021/PN Bks yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, terjadi disparitas pemidanaan yang 

menghasilkan sanksi pidana yang berbeda, kedua putusan tersebut memiliki 

karakteristik serupa dan mirip. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana pada putusan tersebut. 

 Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, kemudian pendekatan 

penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus (case approach). Semetara metode pegumpulan data yang 

peneliti lakukan yaitu studi kepustakaan, dan metode analisis yang digunakan 

adalah metode analisis isi (content analysis) dan metode komparatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya disparitas pemidanaan 

pada kedua kasus, meskipun unsur-unsur tindak pidana dan pasal dakwaan 

terbukti sama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Adapun Hakim dalam memutuskan putusan berdasarkan pada 

pertimbangan yuridis dan non yuridis dan faktor pemberat dan peringanan yang 

mempengaruhi disparitas pemidanaan antara dua putusan, yaitu faktor perbuatan 

terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam meberantas 

narkotika. Sedangkan faktor meringankan terjadi pada Putusan Nomor 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks karena terdakwa mengakui perbuatannya, sementara 

pada Putusan Nomor 687/Pid. Sus/2020/PN Bks tidak ada pengakuan terdakwa. 

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan 

Hakim. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB 

 Pedoman transliterasi Arab ke Latin di Indonesia diatur oleh Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk 

memudahkan penulisan teks Arab, terutama dalam konteks akademik, agar bisa 

dibaca oleh orang yang tidak memahami huruf Arab. Berikut adalah panduan 

umum untuk transliterasi Arab ke Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi 

berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

Ba B Be 

Ta T Te 

ṡa Ṡ es (dengan titik di 

atas) 

Jim J Je 

ḥa Ḥ ha (dengan titik di 

bawah) 

Kha KH ka dan ha 

Dal D De 

Żal Ż zet (dengan titik di 

atas) 

Ra R Er 
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Za Z Zel 

Sin S Es 

Syin Sy es dan ye 

ṣad Ṣ es (dengan titik di 

bawah) 

ḍad Ḍ de (dengan titik di 

bawah) 

ṭa Ṭ te (dengan titik di 

bawah) 

ẓa Ẓ zet (dengan titik di 

bawah) 

‘ain ...’... koma terbalik keatas 

Gain G Ge 

Fa F Ef 

Qof Q Ki 

Kaf K Ka 

Lam L El 

Mim M Em 

Nun N En 

Wawu W We 

Ha H Ha 
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Hamzah ‘ Apostrof 

Ya Y Ye 

 

2. Vokal 

a) Vokal tunggal (monoftong) 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan oleh tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍamah U U 

 

Contoh:  - kataba   - yażhabu 

  - fa‘ala    - su'ila 

b) Vokal rangkap (diftong) 

 Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 َ Fatḥah dan ya Ai a dan i 
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ؘ Fatḥah dan 

wawu 

Au a dan u 

 

Contoh:  - kaifa    – haula 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

.. .  َ .. fatḥah dan alif 
 

Ā 

a dan garis di 

atas 

.  َ .. Kasrah dan ya 
 

Ī 

i dan garis di 

atas 

 

.  َ ... 

ḍammah dan 

wawu 

 

Ū 
u dan garis di 

atas 

 

Contoh:  – qāla    - qīla 

 – ramā    – yaqūlu 

4. Ta Marbūṭah 

a) Di akhir kata, tā’ marbūṭah ditransliterasikan menjadi h jika dalam 

bentuk tunggal, seperti pada kata ‘ibādah ( ). 

b) Jika tā’ marbūṭah berada dalam posisi mudhaf (terikat dengan kata lain), 

ditulis t, misalnya dalam kata zakātul-fitr ( ). 

5. Syaddah (tasydid) 
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 Dalam transliterasi Arab-Latin, syaddah (شدة) atau tasydid, yang 

menunjukkan penggandaan huruf (konsonan), ditandai dengan pengulangan 

huruf konsonan yang mengalami tasydid. Tasydid berfungsi untuk 

menekankan pengucapan konsonan ganda pada kata tersebut. Berikut adalah 

pedoman penggunaannya: 

 Ketika ada syaddah pada huruf, huruf tersebut ditulis dua kali dalam 

transliterasi Latin. Contoh: 

 (kataba) → kataba (tanpa syaddah) 

 (katabba) → katabba (dengan syaddah pada huruf bā') 

 Contoh Penggunaan Syaddah pada transliterasi 

 (ḥaqq) → ḥaqq (huruf qāf digandakan karena ada syaddah) 

 (ummah) → ummah (huruf mīm digandakan) 

 (mudarris) → mudarris (huruf rā' digandakan) 

 (‘allama) → ‘allama (huruf lām digandakan) 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam tulisan Arab ditulis dengan  (al-) namun dalam 

transliterasinya, terdapat perbedaan perlakuan antara kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah dan yang diikuti oleh huruf qamariyyah. 

 Huruf syamsiyyah adalah huruf yang menyebabkan kata sandang al- 

melebur (asimilasi) dengan huruf pertama kata setelahnya. Meskipun al- tetap 

ditulis, huruf pertama kata tersebut digandakan karena pengucapan huruf 

sandang yang melebur. Contoh: 

 (al-syams) → asy-syams (matahari) 

 (al-nūr) → an-nūr (cahaya) 

 (al-ṣalāh) → aṣ-ṣalāh (shalat) 
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 Huruf qamariyyah adalah huruf yang tetap mempertahankan bunyi l 

pada al-, tanpa perubahan atau pengulangan huruf pertama. Contoh: 

 (al-qamar) → al-qamar (bulan) 

 (al-kitāb) → al-kitāb (buku) 

 (al-baḥr) → al-baḥr (laut) 

 

7. Hamzah 

 Dalam transliterasi Arab-Latin, hamzah ( ) memiliki aturan khusus 

tergantung pada posisinya dalam kata. Hamzah adalah tanda diakritik yang 

melambangkan hentian glotal (glottal stop) dalam pengucapan bahasa Arab. 

Berikut pedoman lengkap mengenai transliterasi hamzah: 

a) Awal kata: Hamzah tidak ditransliterasikan, cukup diwakili oleh huruf 

vokal yang menyertainya (a, i, u). Contoh: 

 → Aḥmad (Ahmad) 

b) Tengah kata: Ditulis dengan apostrof ('). Contoh: 

 → sa'ala (bertanya) 

c) Akhir kata: Ditulis dengan apostrof ('). Contoh: 

 → samā' (langit) 

8. Lafz Jalalah 

 Kata “Allah” ditransliterasikan sebagai Allah ketika berdiri sendiri. 

Contoh:  

 → Allah (Allah) 

 Jika didahului oleh harakat fathah atau dhammah, huruf pertama lafz al-

jalālah ditulis A (kapital), seperti Rasūlullāh.  

 → Rasūlullāh (Rasul Allah) 
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 Jika didahului oleh harakat kasrah, huruf pertama lafz al-jalālah ditulis I 

(kapital), seperti Bismillāh. 

 → Bismillāh (Dengan nama Allah) 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, 

dalam trasnliterasi, huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaanya ditujukan 

untuk menulis huruf pertama pada nama diri, bukan pada huruf awal dari kata 

sandang. Contoh: 

 → Allah huwa ar-raḥīm (Allah adalah Maha Penyayang). 
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MOTTO 

 

“Tidak ada kedamaian tanpa keadilan, dan keadilan adalah keseimbangan 

antara hak dan kewajiban” 

(Ibnu Khaldun) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia berdiri berdasarkan prinsip hukum (Rechtsstaat), tidak atas 

dasar kekuasaan. Sebagai implikasi dari prinsip negara yang berlandaskan 

hukum ini, segala hal di Indonesia harus diatur oleh seperangkat undang-

undang. Tujuannya ialah untuk menciptakan keteraturan mesyarakat demi 

mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Indonesia sangat 

menghormati hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa 

panglima tertinggi dan semua pihak termasuk pemerintah harus mematuhi 

hukum, konstitusi kita memastikan bahwa semua orang setara di hadapan 

hukum tanpa ada pengecualian. Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

menegaskan bahwa "pengadilan memutuskan menurut berdasarkan hukum 

tanpa membedakan orang". Oleh karena itu, tidak ada individu yang kebal 

terhadap hukum.  

 Di negara kita, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh 

keadilan. Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab memastikan pelaksanaan 

peradilan yang baik (good administration of justice) demi penegakkan hukum 

dan keadilan, serta mewujudkan Negara Republik Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama dari penyelenggaraan 

peradilan adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh 
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keadilan (right of justice).1 Karenanya, negara wajib membentuk lembaga 

peradilan yang bersih dan dapat diandalkan (clean of reliable). Sehingga, 

negara benar-benar harus sepenuhnya mengabdi pada keadilan. Sebagai 

akibat prinsip ini, hakim menjalankan tugas yudisialnya harus bebas dari 

pengaruh pihak manapun, termasuk tekanan politik maupun kepentingan 

ekonomi. 

 Di era modern ini, penegakan hukum merupakan bagian integral dari 

fungsi negara untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam 

penegakan hukum, dimana keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan 

haruslah konsisten dan dapat diprediksi. Namun, dalam praktiknya, sering 

kali terdapat disparitas atau perbedaan yang signifikan dalam putusan hakim 

untuk kasus-kasus serupa. 

 Hakim, sebagai figur sentral dalam proses peradilan, diharapkan terus 

mengasah kepekaan hati, kecerdasan moral, serta profesionalismenya dalam 

menegakkan hukum dan keadilan melalui setiap putusan yang dibuat. Salah 

satu masalah sering dihadapi oleh hakim dalam penegakan hukum pidana 

ialah keputusan-keputusan yang diyakini tidak adil dan kurang bertanggung 

jawab. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman mengungkapkan setiap keputusan hakim mencantumkan alasan 

serta dasar dari keputusan tersebut, dan pasal-pasal tertentu dari undang-

undang yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan 

                                                           
 1 Nur Agus Susanto, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk 

Kasus Hakim Penerima Suap,” Jurnal Yudisial 4 (2011): 34. 
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landasan dalam mengadili. Putusan pengadilan dianggap valid memiliki 

kekuatan hukum bila disampaikan dalam sidang terbuka umum. 

 Dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu pertimbangan nilai-nilai 

kemanusiaan, asas manfaat, efektivitas pelaksanaan hukuman, serta 

perubahan perilaku yang memberikan efek jera setelah keluar dari lembaga 

pemasyarakatan. Jika hakim mengabaikan aspek-aspek ini dalam 

keputusannya, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan 

ketidakadilan dalam pemberian hukuman. Hal ini terlihat dari seringnya 

terjadi penerapan hukuman berbeda jenis tindak pidana yang sama dalam 

praktik pengadilan.2 Kasus penerapan hukuman yang tidak seragam ini 

dikenal sebagai disparitas putusan hakim atau disparitas hukuman. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disparitas ialah 

perbedaan atau ketidaksamaan. Biasanya digunakan menggambarkan 

perbedaan yang mencolok atau tidak seimbang antara dua hal. Disparitas 

hukum merujuk pada ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam sistem 

hukum, baik dalam penerapan hukum atau dalam perlakuan individu  atau 

kelompok tertentu di dalam sistem hukum. Disparitas hukum sering dianggap 

sebagai isu serius karena dapat merusak prinsip keadilan, kesetaraan, dan 

perlindungan hak asasi manusia. 

 Disparitas ini dapat menimbulkan dampak serius, terutama terkait 

dengan administrasi pemidanaan narapidana. Setelah membandingakan 

hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman yang diterima oleh 

                                                           
 2 Wahyu Nugroho, “Disparity Of Sentencing In The Criminal Case Of Theft Under 

Aggravating Circumstances,” Jurnal Yudisial 5, No. 3 (2012): 262. 
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orang lain, terpidana mungkin merasa dirugikan akibat ketidakpastian atau 

ketidakteraturan dalam proses peradilan. Selain itu, disparitas hukum pidana 

juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik akan lembaga peradilan. 

 Kejahatan kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan 

menimbulkan rasa khawatir serta ketidakamanan. Kejahatan tidak hanya 

membahayakan kelesamatan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak 

pada banyak orang bahkan negara.3 Tindakan semacam ini dikenal sebagai 

tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana adalah sebagai sebuah 

tindakan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana atau diberikan sanki 

pidana oleh aturan hukum  dan akibatnya dapat dikenai hukuman pidana. 

 Kasus-kasus yang melibatkan narkotika menjadi salah satu contoh  

yang menarik perhatian dalam konteks disparitas putusan hakim. Fenomena 

ini menjadi relevan karena kasus narkotika seringkali memiliki implikasi 

yang serius terhadap masyarakat dan penegakan hukum, serta menimbulkan 

berbagai pertanyaan tentang kesetaraan dalam perlakuan hukum. 

 Masalah narkotika adalah isu klasik yang masih menjadi kendala 

signifikan dalam penegakan hukum dan kemajuan bangsa. Tindak pidana 

narkotika sekarang tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, tetapi sudah 

sangat terbuka, baik oleh pengguna maupun pengedar dalam menjalankan 

operasinya. Permasalahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

(NAFZA) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendesak. 

Masalah ini semakin meluas dalam satu dekade terakhir. Penyalahgunaan 

                                                           
 3 Adhinda Ratih Nuriana Dan Muhammad Rustamaji, “Analisis Disparitas Dalam 

Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana ‘Main Hakim Sendiri’ (Eigenrichting).,” Verstek 

11, No. 4 (2023): 542, Https://Doi.Org/10.20961/Jv.V11i4.73825., diakses 16 Juli 2024. 
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narkotika tidak hanya mengancam masa depan dan keberlangsungan hidup 

individu, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Saat ini, tingkat 

peredaran narkotika telah menjangkau tidak hanya wilayah perkotaan tetapi 

juga pedesaan. 

 Kejahatan narkoba di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Saat 

ini, Indonesia bukan hanya sebagai negara konsumen, yang sebelumnya 

hanya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba, tetapi kini juga menjadi salah 

satu produsen narkotika serta obat-obatan terlarang. Pada tahun 2009, 

beberapa pabrik narkoba dengan pendapatan penjualan mencapai miliaran 

rupiah berhasil dibongkar oleh kepolisian, seperti pabrik di Cimanggis, 

Depok pada Februari 2009 dan pabrik di Daan Mogot pada Mei 2009.4 

 Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan 

dan penurunan tercatat pada Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa 

penanganan kasus narkotika terungkap terdapat 7.773 kasus. Pada tahun 2019 

terdapat 951 kasus, tahun 2020 terdapat 833 kasus, tahun 2021 terdapat 766 

kasus. Pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 879 

kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba). Jumlah tersebut 

naik 14,75 % dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 766 k asus 

pada tahun 2021. Pada tahun 2022 BNN berhasil melakukan penyitaan 

barang narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk sebagai barang bukti 

sebanyak 2,050,865.65 gram, kemudian barang bukti berupa ekstasi sebanyak 

1.27 gram dan sejumlah 227,119.00 butir dalam bentuk tablet, barang bukti 

                                                           
 4 Dindin Supratman Dan Arthur Josias Simon Runturambi, “Permasalahan Narkoba Di 

Indonesia Dan Ancaman Bonus Demografi,” Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional 5 

(2023): 25. https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol5/iss1/2., diakses 27 Maret 2024. 
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berupa ganja 978,933,34 gram dan ganja sintetik sebanyak 448,26 gram, 

barang bukti berupa kokain sebanyak 1,061.03 gram, barang bukti heroin 

sebanyak 8.09 gram, barang bukti 4-FPP sejumlah 16,586.00 butir, barang 

bukti carisoprodol sejumlah 365,405.00 butir, dan barang bukti hashish 

sebanyak 9,26 gram. 

 Penyalahgunaan narkotika menyebar ke seluruh lapisan masyarakat 

tanpa terkecuali, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda, bahkan anak-

anak, terutama di kalangan remaja generasi penerus bangsa di masa depan. 

Setiap tahun, penyalahgunaan narkotika terus meningkatan dan menyebabkan 

kerugian bagi banyak orang.5 Di Indonesia, aturan hukum tentang narkotika 

adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-

undang ini mencakup berbagai jenis sanksi, seperti hukuman mati, penjara, 

kurungan, serta denda, yang diterapkan secara kumulatif. Salah satu pasal 

yang patut diperhatikan adalah Pasal 112 ayat (1), mengatur setiap orang 

yang secara tidak sah dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan narkotika Golongan 1 yang bukan tanaman, dapat dikenai 

pidana penjara dengan jangka waktu minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 

12 (dua belas) tahun, serta denda dengan jumlah Rp.800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak RP.8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

 Berdasarkan booklet infografis IJRS (Indonesia Judicial Research 

Sosiety), dari perbandingan pemidanaan terhadap perkara-perkara peredaran 

                                                           
 5 Christian Nataludin Dkk., “Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi 

Covid-19,” Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional 4 (2021): 2. 

https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss1/1., diakses 27 Maret 2024. 
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gelap narkotika pada tahun 2026-2020 yang memiliki karakteristik serupa 

ditemukan  disparitas pemidanaan sebesar 65,8 %, sisanya yaitu sebanyak 

34,2 % tidak memiliki disparitas pemidanaan. Dalam konteks ini, studi 

putusan tentang disparitas pemidanaan dalam kasus narkotika menjadi topik 

yang menarik untuk diteliti. Seperti putusan yang telah peneliti temukan di 

Pengadilan Negeri Bekasi yakni Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks 

dan 748/Pid.Sus/2020/PN Bks. Persoalan terhadap kedua putusan tersebut 

terletak pada perbedaan sanksi pidana yang berbeda, padahal pasal dakwaan 

yang terbukti pada kedua putusan tersebut sama yaitu Pasal 112 ayat (1) 

Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

 Putusan dengan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks menjatuhkan vonis 

terhadap terdakwa Angga Findella Neorpratama alias Black Bin Lusfiady 

dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka akan 

diganti hukuman penjara 2 (dua) bulan. Peristiwa bermula pada Kamis, 18 

Juni 2020, ketika Polsek Medan Satria menerima informasi bahwa sekitar 

Kranji RT 003 RW 15 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Kota 

Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Dua anggota 

polisi, yaitu saksi Zonalfian, S.H. dan Dwi Feriyanto, S.H., melakukan 

penyelidikan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB, kedua saksi melihat 

dan mencurigai terdakwa yang berada di tempat itu. Setelah dilakukan 

penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian terdakwa, ditemukan sebungkus 

plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di mulut terdakwa.  
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 Sedangkan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, terdakwa 

Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi di jatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan 

6 (enam) bulan dengan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), jika 

tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti hukuman penjara 

selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah dalam 

tindak pidana memiliki barang secara tidak sah menyimpan Narkotika 

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Terdakwa di tangkap Senin, 30 

Agustus 2021 sekitar 07.00 WIB berada di jalan raya Muktisari RT 03 RW 02 

kelurahan Mustikasari kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi. Dalam proses 

penggeledahan di temukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan 

narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam genggaman tangan kiri terdakwa 

Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi. 

 Dari perkara-perkara tersebut terdapat kesamaan karakteristik yang 

hampir serupa, yaitu memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan setiap untuk memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin. 

Dengan kata lain, semua kasus ini melibatkan pelanggaran hukum terkait 

kepemilikina atau penguasaan narkotika. Namun, yang menarik dari kasus-

kasus ini adalah perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. 

 Perbedaannya yaitu hukuman yang dijatuhkan hakim, putusan nomor 

687/Pid.Sus/2020/PN Bks dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun, denda 

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar, 
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akan diganti hukuman penjara 2 (dua) bulan dan putusan nomor 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 

(enam) bulan serta pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 

apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara 3 (tiga) bulan. Perbedaan 

kedua terletak pada barang bukti, dimana putusan nomor 687 

/Pid.Sus/2020/PN Bks yaitu narkotika jenis sabu dengan brutto ± 0,38 gram, 

sisa barang bukti setelah pemeriksaan kristal metamfetamina dengan berat 

netto 0,0015 gram. Pada putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks ditetapkan 

barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1,43 gram.  

 Pertumbuhan kasus-kasus narkotika dan beragamnya putusan yang 

dihasilkan oleh pengadilan menunjukkan kompleksitas dalam penegakan 

hukum di bidang ini. Disparitas dalam pemidanaan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Dari sisi hukum, perbedaan interpretasi terhadap undang-undang, 

pandangan hukum yang beragam, serta adanya preseden yang tidak konsisten 

dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi 

juga berperan, seperti latar belakang terdakwa yang meliputi status ekonomi, 

dan pendidikan, dan lingkungan sosial. Setiap hakim bisa memberikan bobot 

berbeda pada faktor-faktor yang dipertimbangkan, ini bisa menghasilkan 

hukuman yang tidak seragam dalam kasus serupa. Disisi lain, faktor 

subjektivitas hakim juga tak dapat diabaikan. Meskipun hakim diharapkan 

memutuskan berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan di pengadilan, 

faktor subyektif seperti pandangan pribadi, nilai-nilai, dan pengalaman 

pribadi hakim juga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Faktor 
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ketiadaan pedoman pemidanaan di Indonesia berfungsi sebagai panduan 

standar hakim di pengadilan Indonesia dalam menjatuhkan pidana, disparitas 

dapat muncul karena hakim tidak terikat pada batasan yang jelas dan rinci 

dalam menentukan sanksi. 

 Secara umum, disparitas pidana merujuk pada pemberian hukuman 

yang berbeda kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus dengan 

tingkat kejahatan yang serupa, baik dilakukan secara bersama-sama maupun 

secara individu, tanpa alasan yang dapat diterima.6 Dalam konteks ini, urgensi 

untuk membandingkan dua putusan hakim menjadi sangat relevan. 

Perbandingan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi disparitas, tetapi 

juga membuka ruang bagi perbaikan dalam sistem peradilan. Melalui analisis 

yang mendalam terhadap perbedaan putusan, kita dapat menemukan pola-

pola yang menunjukkan adanya inkonsistensi atau faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil putusan. 

 Membandingkan beberapa putusan, dapat memastikan bahwa keadilan 

diterapkan secara konsisten di berbagai kasus yang serupa. Konsistensi ini 

penting untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan setara di 

hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Perbedaan signifikan dalam 

putusan untuk kasus yang serupa bisa menandakan adanya ketidakadilan, 

yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan 

membanding beberapa putusan juga dapat menguji inti dari tujuan hukum itu 

                                                           
 6 Muhammad Rusli Arafat, Sigid Suseno, Dan Widiati Wulandari, “Disparitas 

Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam 

Prespektif Tujuan Hukum,” Kosmik Hukum 23, No. 2 (2023): 137. 

https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/18361., diakses 25 Juli 2024.  

https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/18361
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sendiri, perbandingan ini membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan, 

kepastian hukum terjamin, dan hukum benar-benar bermanfaat bagi 

masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas sistem 

hukum dan memastikan bahwa tujuan hukum tercapai di setiap putusan yang 

diambil. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim 

dalam menentukan hukuman yang menyebabkan disparitas dalam 

pemidanaan terhadap terdakwa. Dengan memahami fenomena disparitas 

pemidanaan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomedasi yang 

dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, 

khususnya dalam penanganan kasus-kasus narkotika.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan 

penelitian dan mengkaji permasalahan dengan judul “ANALISIS 

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

(Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks. Dan Putusan Nomor: 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks)”. 

B. Definisi Operasional 

1. Disparitas Pemidanaan 

 Disparitas pemidanaan adalah perbedaan dalam hukuman yang 

diberikan kepada pelaku kejahatan untuk pelanggaran serupa. Ini berarti 

bahwa dua orang yang melakukan kejahatan yang mirip atau sama bisa 

mendapatkan hukuman yang berbeda. Disparitas pemidanaan bisa 

dianggap sebagai masalah jika perbedaan hukuman tersebut tidak 
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berdasarkan alasan yang sah atau relevan. Harkristusi Harskriswono 

berpendapat bahwa terdapat beberapa kategori dimana sebuah putusan 

dapat dikategorikan sebagai disparitas pidana jika terdapat perbedaan 

hukuman dalam kasus tindak pidana yang sama, perbedaan hukuman 

yang dijatuhkan satu majelis hakim, serta perbedaan hukuman diberikan 

majelis hakim berbeda pada tindak pidana yang sama.7 Disparitas 

pemidaan yang dimaksud dalam penilitian ini yaitu adanya perbedaan 

sanksi pidana pada Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan 

Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks. 

2. Tindak Pidana 

 Tindak pidana ialah pe$rilaku me$langgar hukum atau pe$raturan 

yang te$lah dite$tapkan ole$h suatu ne$gara atau yuridiksi. Dalam siste$m 

hukum pidana, tindak pidana dianggap se$bagai pe$langgaran te$rhadap 

norma-norma hukum yang me$lindungi ke$pe$ntingan masyarakat dan 

ne$gara. Siste$m hukum biasanya me$ne$tapkan sanksi atau hukuman bagi 

pe$laku tindak pidana se$bagai upaya untuk me$ne$gakkan aturan hukum dan 

me$njaga ke$te$rtiban sosial. Pe$ntingnya pe$ne$gakan hukum te$rhadap tindak 

pidana adalah untuk me$njaga ke$te$rtiban sosial, me$lindungi hak-hak 

individu, dan me$mastikan ke$adilan di masyarakat.8 Tindak pidana yang 

dimaksud yaitu tindak pidana narkotika ole$h se$tiap orang yang se$cara 

                                                           
 7 Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” Masalah-Masalah Hukum 47, 

No. 3 (2018): 223. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096., diakses 12 Juli 

2024. 

 8 Nur Fadilah Al Idrus, “Disparity In Sentencing Decisions For Online Fraud Case,” 

Komisi Yudisial 16, No. 3 (2023): 326. 
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tidak sah se$rta me$langgar hukum me$miliki, me$nyimpan, me$nguasai, atau 

me$nye$diakan Narkotika Golongan 1 yang bukan tanaman. 

3. Narkotika 

 Narkotika adalah istilah yang me$rujuk Ke$pada bahan kimia atau 

obat-obatan te$rte$ntu yang me$miliki pote$nsi ke$te$rgantungan, pe$rubahan 

pe$rilaku, dan dampak ne$gatif lainnya pada ke$se$hatan fisik dan me$ntal 

se$se$orang. Zat-zat narkotika ini te$rmasuk dalam kate$gori, se$pe$rti opiat 

(misalnya, he$roin, morfin), kokain, amfe$te$min, ganja (mariyuana), 

e$kstasi (MDMA), LSD, sabu, dan banyak lagi.9 Narkotika pada 

pe$ne$litian ini yaitu narkotika je$nis sabu-sabu. 

C. Rumusan Masalah 

  Bagaimana pe$rtimbangan hukum hakim dalam disparitas 

pe$midanaan pada putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan putusan 

Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Tujuan pe$ne$litian ini adalah untuk me$nge$tahui dan me$nganalisis 

pe$rtimbangan hakim te$rhadap disparitas pe$midanaan pada putusan pe$rkara 

tindak pidana narkotika be$rdasarkan putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN 

Bks dan putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks. 

 Manfaat pe$ne$litian ini yaitu: 

1. Se$cara te$oritis 

                                                           
 9 Hesri Mintawati Dan Dana Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi 

Penanggulangannya,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 1, No. 2 (2021): 64, 

Https://Doi.Org/10.52005/Abdiputra.V1i2.95., diakses 25 Juli 2024. 
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 Pe$ne$litian diharapkan me$mpe$rluas paradigma be$rpikir untuk 

me$mahami, me$nganalisis pe$rmasalahan disparitas pe$midanaan untuk 

me$mbe$rikan panduan ke$pada hakim dalam me$nangani pe$laku tindak 

pidana pe$nyalahgunaan narkotika, se$bagai re$fe$re$nsi untuk pe$ne$litian 

le$bih lanjut, se$rta untuk me$mpe$rkaya pe$nge$tahuan hukum dan 

me$mbe$rikan kontribusi ilmiah dalam masalah pe$midanaan pe$laku 

narkotika. 

2. Se$cara praktis 

a. Hasil pe$ne$litian diharapakan mampu dijadikan sumbangsi pe$mikiran 

untuk me$nambah wawasan bagi pe$nulis khususnya para pe$mbaca 

pada umumnya te$rkait de$ngan disparitas pe$midanaan te$ntang tindak 

pidana narkotika. 

b. Me$njadi masukan kalangan akade$mis hingga kalangan parkatisi 

hukum untuk me$ningkatkan pe$mahaman me$re$ka te$ntang isu-isu 

yang te$rkait de$ngan kasus narkotika.  

E. Kerangka Teori 

 Ke$rangka te$ori me$rupakan landasan konse$ptual, digunakan dalam 

se$buah pe$ne$litian untuk me$nje$laskan dan me$ndukung pe$nde$katan te$rhadap 

masalah yang se$dang dite$liti. Dalam ke$rangka te$ori, pe$ne$liti me$ngide$ntifikasi 

dan me$nje$laskan te$ori-te$ori, konse$p, dan prisip-prinsip yang re$le$van untuk 

me$mbantu me$nganalisis dan me$mahami fe$nome$na atau isu yang se$dang 
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dite$liti.10 Dalam pe$ne$litian ini, te$ori yang bisa digunakan dalam ke$rangka 

te$ori me$liputi: 

1. Te$ori pe$midanaan 

 Konse$p atau ke$rangka yang me$nje$laskan tujuan dan fungsi dari 

pe$mbe$rian hukuman te$rhadap pe$laku tindak pidana. Dalam konte$ks 

ke$rangka te$ori, te$ori pe$midanaan be$rpe$ran untuk me$mbe$rikan landasan 

bagi pe$ne$litian me$nge$nai disparitas pe$midanaan atau aspe$k lain dari 

pe$midanaan dalam suatu siste$m hukum.11 Be$rikut be$be$rapa te$ori 

pe$midanaan yang digunakan dalam ke$rangka te$ori: 

a. Te$ori absolut atau te$ori pe$mbalasan (ve$rge$ldings the$orie$n) 

 Te$ori ini me$lihat pe$midanaan se$bagai be$ntuk pe$mbalasan 

te$rhadap ke$salahan yang te$lah dilakukan. Dalam pandangan ini, 

pe$mbalasan be$rtujuan untuk me$nghukum pe$laku pidana, de$ngan 

harapan hukuman te$rse$but akan me$nimbulkan e$fe$k je$ra dan me$nce$gah 

pe$laku dari me$lakukan ke$jahatan yang sama di masa de$pan. Me$nurut 

Immanue$l Kant, pe$midanaan didasarkan pada prisip pe$mbalasan 

moral. Ia me$nyatakan bahwa pe$laku ke$jahatan harus dihukum kare$na 

ke$jahatannya, te$rle$pas dari e$fe$k sosial atau manfaat yang mungkin 

timbul dari hukuman te$rse$but. Me$nurutnya hukuman adalah be$ntuk 

balas de$ndam atas pe$langgaran norma dan hukum yang dilakukan ole$h 

pe$laku hukuman tidak bole$h dilihat se$bgai alat untuk me$nce$gah atau 

                                                           
 10 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020): 40. 

 11 Siti Nabilah Utami dkk., “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan 

Pidana Pada Perkara Narkotika,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 

2, no. 01 (2024): 6, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597. diakses 9 

September 2024. 
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me$re$habilitasi, me$lainkan se$bagai ke$harusan moral untuk me$mbe$rikan 

balasan yang se$timpal. 

b. Te$ori re$latif atau te$ori tujuan (doe$lthe$orie$e$n) 

 Te$ori ini me$lihat pe$midanaan bukan se$bagai pe$mbalasan atas 

ke$salahan pe$laku, me$lainkan se$bagai alat untuk me$ncapai tujuan yang 

be$rmanfaat dalam me$lindungi masyarakat dan me$ningkatkan 

ke$se$jahte$raan. Be$rdasarkan te$ori ini, pe$midanaan be$rtujuan me$me$nuhi 

maksud dan tujuan hukuman, yaitu me$mpe$rbaiki ke$tidakpuasan  

masyarakat akibat tindakan ke$jahatan. De$ngan de$mikian, be$rfungsi 

me$njadi upaya pe$nce$gahan ke$jahatan dan pe$rlindungan te$rhadap 

masyarakat. Me$nurut Paul Ansle$m Von Fe$ue$rbach, te$ori pe$midanaa 

be$rfokus pada tujuan pre$ve$ntif dari hukuman, baik dalam be$ntuk 

pe$ne$cgahan umum maupun pe$nce$gahan khusus. Fe$ue$rbach 

me$ne$kankan bahwa hukuman bukan se$ke$dar balas de$ndam, me$lainkan 

sarana untuk me$nce$gah ke$jahatan di masa de$pan.12 

c. Te$ori gabungan (ve$re$migingsthe$orie$e$n) 

 Te$ori gabungan muncul me$njadi solusi dari te$ori absolut dan te$ori 

re$latif yang be$lum me$mbe$rikan hasil me$madai. Te$ori ini be$rlandaskan 

pada tujuan pe$mbalasan se$kaligus upaya me$njaga ke$te$rtiban 

masyarakat se$cara me$nye$luruh.13 H. L. A. Hart me$nggabungkan dua 

pe$nde$katan pe$midanaan, yaitu pe$mbalasan dan pe$nce$gahan. Me$nurut 

                                                           
 12 Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Idonesia (Tangerang: Nusantara 

Persada Utama, 2017): 94. 

 13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 

162. 
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Hart, hukuman bisa be$rsifat re$tributif (untuk me$mbalas ke$salahan) 

te$tapi juga harus me$mpe$rtimbangkan aspe$k pe$nce$gahan. Me$nurutnya 

Pe$midanaan harus me$miliki tujuan ganda, yaitu me$mbe$rikan balasan 

atas ke$jahatan yang dilakukan, te$tapi juga harus me$mpe$rtimbangkan 

bagaimana hukuman dapat me$nce$gah ke$jahatan di masa de$pan. 

De$ngan de$mikian, hukuman harus proporsional se$kaligus pre$ve$ntif. 

F. Kajian Pustaka 

 Dalam pe$ne$litian pe$ne$liti me$lakukan te$laah te$rhadap be$be$rapa 

pe$ne$litian te$rdahulu be$rkaitan de$ngan pe$mbahasan akan te$tapi me$miliki 

pe$rbe$daan dalam pe$ne$litian yang pe$nulis bahas. Tujuan dari me$tode$ 

pe$ne$litian adalah agar me$nce$gah pe$ngulangan pe$ne$litian yang te$lah dilakukan 

se$be$lumnya, diantaranya: 

 Skripsi Siti Maria Ulfa dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Unive$rsitas 

Islam Ne$ge$ri Ar Raniry Dasussalam, Banda Ace$h de$ngan judul Disparitas 

Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pe$nyalahgunaan Narkotika (Studi 

Putusan Nomor:129/Pid.Sus/2022/PN Bna)14. Me$mbahas te$ntang disparitas 

putusan hakim dalam tindak pidana narkotika yang te$rjadi di Pe$ngadilan 

Ne$ge$ri Banda Ace$h dan me$ngkaji te$rhadap ‘uqūbah narkotika dalam hukum 

islam. Pe$rsamaan dalam pe$ne$litian ini me$lihat pe$rtimbangan dasar hakim 

dalam suatu pe$rkara te$rjadinya disparitas. Se$dangkan pe$rbe$daan pe$ne$litian ini 

pe$nulis tidak me$ngkore$lasikan de$ngan hukum islam. 

                                                           
 14 Siti Maria Ulfa, “Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna Dan 

Nomor:130/Pid.Sus/2022/Pn Bna)” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar Raniry 

Darussalam, Banda Aceh, 2023). 
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 Skripsi yang ditulis ole$h Ardan Pardani mahasiswa Fakultas Syariah 

Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Prof. K.H Saifuddin Zuhri de$ngan judul Disparitas 

Putusan Hakim dalam Pe$rkara Tindak Tindak Pidana Narkotika (Studi 

Putusan No.52/Pid.Sus/2021, No.36/Pid.Sus/2022, dan No.69/Pid.Sus/2022 

di Pe$ngadilan Ne$ge$ri Wonoaobo).15 Dalam skripsi ini me$mbahas disparitas 

putusan hakim dalam be$be$rapa kasus tindak pidana narkotika di Wonosobo. 

Skripsi milik Ardan Pardani de$ngan pe$nulis me$mliki pe$rsaman yaitu sama-

sama me$ngkaji dasar pe$rtimbangan hakim dalam  me$mutuskan se$hingga 

te$rcipta pe$rbe$daan sanksi hukuman pada te$rdakwa, namun me$miliki 

pe$rbe$daan yaitu te$rle$tak pada te$mpatnya yaitu Ardan Pardani Fokus 

pe$ne$litian di wonosobo se$dangkan pe$nulis me$ngambil te$mpat pe$ne$litian di 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri Be$kasi. 

 Skripsi karya A. Alvin ghiffari Ramdhani mahasiswa Fakultas Hukum 

Unive$rsitas Muslim Indone$sia de$ngan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Pe$nyalahgunaan Narkotika Ole$h Anggota Ke$polisian Makassar (Studi 

Putusan Pe$rkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks)16. Dalam skripsi ini 

me$ngkaji te$ntang pe$rtimbangan hukum hakim tindak pidana pe$nyalahgunaan 

narkotika te$rhadap pe$laku be$rdasarkan pe$rkara Nomor 

1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Skripsi karya A. Alvin ghiffari Ramdhani 

me$miliki pe$rsamaan de$ngan pe$ne$liti yang se$dang te$liti yaitu sama-sama 

                                                           
 15 Ardan Pardani, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Tindak Pidana 

Narkotika (Studi Putusan No.52/Pid.Sus/2021, No.36/Pid.Sus/2022, dan No.69/Pid.Sus/2022 di 

Pengadilan Negeri Wonoaobo)” (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). 

 16 A Alvin Ghiffari Ramdhani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar Studi Putusan Perkara Nomor 

1393/Pid.Sus/2019/Pn.Mks” (Skripsi, Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2019). 
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me$nganalisis tindak pidana narkotika. Se$dangan le$tak pe$rbe$daan pada 

pe$ne$litian ini, pe$nulis me$nggunakan dua putusan se$bagai bahan pe$mbanding 

te$rhadap disparitas putusan hakim. 

 Skripsi karya Syadli E$lga mahasiswa Fakultas Hukum Unive$rsitas 

Andalas de$ngan judul Disparitas Sanksi Pidana Te$rhadap Anak Pe$laku 

Tindak Pidana Pe$re$daran Ge$lap Narkotika (Studi Kasus Nomor 20/Pid-Sus-

Anak/2016 Dan 42/Pid-Sus-Anak/2016).17 Me$mbahas te$ntang disparitas 

dalam pe$njatuhan sanksi pidana te$rhadap anak yang te$rlibat dalam kasus 

pe$re$daran ge$lap narkoba. Pe$rsamaan skripsi Syadli E$lgi de$ngan pe$ne$liti 

adalah sama-sama me$ne$liti dasar pe$rtimbangan hakim dalam me$mutus 

pe$rkara pidana dan me$ncari pe$nye$bab te$rjadinya disparitas dalam 

pe$midanaasn. Ke$mudian pe$rbe$daanya adalah pe$nulis me$mbahas disparitas 

pe$midanaan yang te$rdakwanya adalah se$se$orang yang sudah de$wasa dalam 

kasus tindak pidana narkotika. 

 Skripsi karya Arya Bimantara mahasiswa Fakultas Hukum Unive$rsitas 

Brawijaya de$ngan judul Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus 

Pe$nyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Jakarta 

Utara).18 Skripsi te$rse$but me$mbahas te$ntang faktor pe$nye$bab te$rjadinya 

disparitas dalam kasus pe$nyalahgunaan narkotika se$rta me$nganalisis putusan 

hakim me$nce$rminkan tujuan pe$raturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 te$ntang Narkotika. Pe$rsamaan skripsi Arya Bimantara de$ngan pe$nulis 

                                                           
 17 Syadli Elga, “Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 Dan 42/Pid-Sus-

Anak/2016)” (Skripsi, Padang, Universitas Andalas Padang, 2019). 

 18 Arya Bimantara, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyelahgunaan Narkotika 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)” (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2018). 
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adalah sama-sama me$mbahas te$ntang disparitas pe$midanaan dalam tindak 

pidana pada narkotika. Ke$mudian pe$rbe$daanya adalah milik Arya be$rfokus 

pada kasus pe$nyalahgunaan narkotika bagi diri se$ndiri di Jakarta Utara 

se$dangkan pe$nulis me$mbahas dua putusan yang me$libatkan ke$pe$milikan 

narkotika de$ngan pe$rbe$daan putusan di Be$kasi. 

G. Metode Penelitian 

1. Je$nis pe$ne$litian 

 Je$nis pe$ne$litian Yuridis normatif, jenis penelitian hukum yang 

berfokus terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Dalam penelitian 

ini, hukum dipahami sebagai norma yang tertera dalam peraturan 

perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian 

ini dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan tersebut.19 

Pe$ne$litian ini be$rsifat yuridis yaitu telaah pada putusan pengadilan yakni 

Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks, dan normatif yaitu telaah pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Pe$nde$katan pe$ne$litian 

 Pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$nde$katan pe$rundang-undangan atau 

yuridis te$rhadap produk hukum, se$rta pe$nde$katan kasus (case$ approach). 

Pe$nde$katan pe$rundang-undangan digunakan me$ngkaji se$mua undang-

undang dan re$gulasi yang re$le$van de$ngan isu dan masalah hukum yang 

                                                           
 19 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: 

Edisi Kedua (Prenada Media, 2022): 123. 
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se$dang dite$liti. Pe$ne$litian te$rhadap pe$raturan pe$rundang-undangan 

me$mungkinkan me$lakukan e$valuasi te$rhadap kaidah-kaidah hukum. 

Pe$ne$litian ini, pe$nde$katan pe$rundang-undangan digunakan de$ngan 

me$ne$laah pe$ngaturan hukum te$rkait tindak pidana narkotika. Pe$nde$katan 

kasus (case$ approach) dilakukan de$ngan me$ne$laah kasus yang be$rkaitan 

de$ngan te$rhadap kasus-kasus yang be$rkaitan de$ngan isu yang dihadapi 

yang te$lah me$ndapatkan putusan pe$ngadilan yang be$rke$kuatan hukum 

te$tap.20 Fokus dalam pe$nde$katan kasus ini adalah pe$rtimbangan hakim 

dalam me$ncapai pada suatu putusan. Putusan yang digunakan ole$h 

pe$ne$liti adalah Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan 

Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks. 

3. Sumbe$r data 

 Sumbe$r data yang digunakan yaitu: 

a. Sumbe$r bahan prime$r 

Sumbe$r data prime$r me$rujuk pada pe$role$han data se$cara langsung 

dari sumbe$r aslinya be$rkiatan subje$k hukum yang dite$liti. Adapun 

sumbe$r bahan prime$r te$rdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 te$ntang Narkotika. 

2) Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks. 

b. Sumbe$r bahan se$kunde$r 

                                                           
 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 

2017): 158. 
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Dalam pe$ne$litian hukum, sumbe$r bahan se$kunde$r me$mainkan pe$ran 

pe$nting se$bagai re$fe$re$nsi, alat analisis, dan inte$rpre$tasi yang 

me$ndukung bahan hukum prime$r yang me$mpe$rkuat pe$nje$lasan yang 

dibe$rikan.21 Bahan hukum se$kunde$r yang digunakan me$liputi buku-

buku, artike$l jurnal, skripsi, dan dokume$n-dokume$n yang me$mbahas 

te$ntang disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika yang 

nantinya akan dijadikan analisis dalam pe$ne$litian ini.  

4. Me$tode$ pe$ngumpulan data 

 Dalam pe$ne$litian ini me$nggunakan me$tode$ pe$ngumpulan data studi 

ke$spustakaan yang me$ngkaji lite$ratur ke$pustakaan yang be$rsumbe$r dari 

buku-buku, artike$l jurnal hukum, dokume$n-dokume$n hukum yang be$rupa 

pe$raturan pe$rundang-undangan, putusan pe$ngadilan dan ke$bijakan 

hukum be$rhubungan de$ngan pe$rmasalahan yang dite$liti.22 

5. Me$tode$ analisis data 

 Analisis data dide$finisikan prose$s pe$nguraian se$cara siste$matis dan 

konsiste$n te$rhadap ge$jala-ge$jala te$rte$ntu. Me$tode$ analisis yang 

digunakan pada skripsi ini adalah me$tode$ analisis isi (conte$nt analysis) 

dan me$tode$ komparatif. Me$tode$ analisis isi (conte$nt analysis) me$libatkan 

prose$s siste$matis untuk me$nganalisis konte$n te$ks, se$pe$rti dokume$n 

hukum, putusan pe$ngadilan, atau te$ks lainnya, de$ngan tujuan 

me$nge$kstraksi makna dan te$ma-te$ma re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian. 

Me$tode$ komparatif adalah pe$nde$katan pe$ne$litian yang me$mbandingkan 

                                                           
 21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021): 54. 

 22 Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan 

Gabungan (Gresik: UNIGRES PRESS, 2023): 116. 
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dua atau le$bih kasus, situasi, atau fe$nome$na untuk me$nge$ksplorasi 

pe$rsamaan, dan pe$rbe$daan yang muncul dari pe$rbandingan te$rse$but.23 

H. Sistematika Pembahasan 

 Siste$matika pe$mbahasan pe$nulisan pe$ne$litian diatas se$bagai be$rikut: 

 BAB I Pe$ndahuluan, bab ini te$rdiri dari latar be$lakang yang 

me$nge$mukakan alasan yang me$latar be$lakangi pe$ne$litian, de$finisi 

ope$rasioanal yang me$rupakan pe$ne$gasan istilah dan se$bagai acuan dalam 

pe$mbahassan se$lanjunya, pe$rumusan masalah yang me$rupakan isu yang 

muncul dan akan dicari solusinya, tujuan pe$ne$litian me$nje$laskan hasil yang 

ingin dicapai me$lalui pe$ne$litian se$rta manfaat yang diharapkan dalam 

pe$ne$litian ini, ke$rangka te$ori, kajian pustaka me$ncakup pe$ne$lususran lite$ratur 

yang te$lah ada se$be$lumnya dan re$le$van de$ngan obje$k pe$ne$litian, me$tode$ 

pe$ne$litian me$nje$laskan langkah-langkah yang dite$mpuh dalam 

me$ngumpulkna data-data yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian, siste$matika 

pe$mbahasan, daftar pustaka dan te$rakhir rancangan ke$rangka isi skripsi. 

 BAB II Landasan Te$ori, bab ini me$mbahas te$ori-te$ori yang re$le$van 

dalam disiplin ilmu yang be$rkaitan de$ngan mate$ri pe$nulisan proposal. Topik 

yang dibahas me$liputi dari tinjauan umum te$ntang tindak pidana dan 

pe$midanaan, putusan, tindak pidana narkotika. 

 BAB III De$skripsi Putusan Pe$rkara Hakim, bab ini be$risi de$skripsi 

dari putusan-putusan yang akan dite$liti se$be$lum me$nuju tahap analisis. 

                                                           
 23 Agus Sunaryo dkk., Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto, 2019): 11. 
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 BAB IV berisi tentang me$nje$laskan data yang dipe$role$h se$lama prose$s 

pe$ne$litian se$suai de$ngan fokus pe$ne$litian yang te$lah dite$tapkan. 

 BAB V Pe$nutup, bab ini be$risi ke$simpulan dari se$luruh pe$mbahasan 

yang te$lah dilakukan, se$rta me$mbe$rikan saran yang dianggap pe$rlu untuk 

pe$rbaikan dari obje$k yang dite$liti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pemidanaan 

1. Pe$nge$rtian Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana adalah be$rasal dari istilah yang dike$nal 

dalam hukum pidana Be$landa yaitu strafbaar fe$it. Se$cara harfiah, istilah 

ini be$rarti fakta atau pe$rbuatan yang me$nurut hukum dapat dike$nakan 

hukuman. Se$cara le$bih spe$sifik, te$rdiri dari dua kata strafbaar yang 

be$rarti se$suatu yang dapat dihukum atau diancam de$ngan hukuman, dan 

kata fe$it  yang be$rarti fakta atau pe$rbuatan. Istilah ini se$ring digunakan 

dalam hukum pidana Be$landa dan diadopsi dalam siste$m hukum pidana 

Indone$sia, yang banyak dipe$ngaruhi ole$h kolonial Be$landa. Tindak 

pidana be$rupa istilah re$smi dalam pe$rundang-undangan pidana kita. 

Dalam hampir se$mua pe$raturan pe$rundang-undangan me$nggunakan 

istilah tindak pidana.  Dalam bahasa hukum, tindak pidana se$ring dise$but 

juga se$bagai de$lik. 

 Tindak pidana adalah tindakan manusia yang me$me$nuhi rumusan 

Undang-undang yang be$rsifat me$lawan hukum dan dilakukan ole$h orang 

yang dapat dipe$rtanggungjawabkan. De$ngan kata lain, bahwa suatu 

ke$jadian yang me$nggunakan unsur-unsur pe$rbuatan yang dilarang ole$h 

undang-undang yang me$nimbulkan pe$ristiwa itu dapat dike$nai sanksi 
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pidana (hukuman) de$ngan orang yang me$lakukannya mampu 

me$mpe$rtanggungjawabkannya.24 

 Moe$ljatno me$nggunakan istilah pe$rbuatan pidana, yang 

dide$finisikan se$bagai pe$rbuatan yang dilarang ole$h suatu aturan hukum, 

larangan mana dise$rtai ancaman (sanksi) be$rupa pidana te$rte$ntu, bagi 

siapa yang me$langgarnya. De$ngan kata lain, tindak pidana me$rupakan 

suatu pe$rbuatan yang me$lawan hukum dan sudah diatur se$rta diancam 

de$ngan pidana ole$h undang-undang. 

 Simons me$nde$finisikan tindak pidana se$bagai pe$rbuatan me$lawan 

hukum yang dilakukan ole$h se$se$orang yang dapat 

dipe$rtanggungjawabkan se$cara pidana, yang ole$h undang-undang 

diancam de$ngan hukuman pidana. Me$nurut Simons, tindak pidana 

me$miliki tiga unsur, yaitu: pe$rbuatan me$lawan hukum, dilakukan ole$h 

orang yang dapat be$rtanggung jawab se$cara pidana, dan adanya ancaman 

pidana yang dite$ntukan dalam undang-undang. 

 Van Hame$l me$nyatakan bahwa tindak pidana adalah pe$rbuatan 

atau se$rangkaian pe$rbuatan yang diancam de$ngan hukuman pidana ole$h 

undang-undang. Pe$rbuatan ini harus me$me$nuhi unsur-unsur te$rte$ntu yang 

me$mbuatnya me$langgar hukum dan me$nuntut adanya hukuman te$rhadap 

pe$lakunya. 

 Me$nurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana adalah pe$rbuatan yang 

dapat dihukum dan be$rsifat me$lawan hukum, yang dilakukan ole$h 

                                                           
 24 Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Setara Press, 

2016): 173. 
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se$se$orang yang dapat dipe$rtanggungjawabkan atas pe$rbuatannya, dan 

yang te$lah dinyatakan dilarang ole$h undang-undang se$rta diancam 

de$ngan hukuman pidana. 

 Me$nurut Sudarto, tindak pidana adalah pe$rbuatan yang me$lawan 

hukum, dilakukan ole$h se$se$orang yang mampu be$rtanggung jawab, dan 

pe$rbuatan itu diancam de$ngan pidana ole$h undang-undang. Tindak 

pidana me$ncakup unsur-unsur pe$rbuatan me$lawan hukum, ke$salahan 

(dolus atau culpa), se$rta adanya ancaman pidana yang te$lah diatur. 

 Ke$simpulannya, me$nurut para ahli hukum, tindak pidana pada 

dasarnya me$ncakup pe$rbuatan me$lawan hukum yang dilakukan ole$h 

orang yang be$rtanggung jawab dan diancam de$ngan hukuman pidana 

be$rdasarkan undang-undang. Me$skipun rumusannya dapat be$rbe$da-be$da, 

unsur utama se$pe$rti adanya pe$langgaran hukum, pe$rtanggungjawaban, 

dan ancaman pidana se$lalu me$njadi fokus de$finisi me$re$ka.25 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Te$ori hukum pidana me$nge$nal dua aliran te$ntang pe$nge$rtian dan 

unsur-unsur tindak pidana yaitu aliran monisme$ dan aliran dualisme$. 

Aliran monisme$ adalah aliran yang me$nggabungkan unsur obje$ktif 

(pe$rbuatan pidana) dan unsur subje$ktif (pe$rtanggungjawaban pidana) 

me$njadi satu bagian yang utuh. Se$mua unsur de$lik te$rse$but harus 

                                                           
 25 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022). 
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te$rpe$nuhi jika akan me$midanakan se$orang pe$laku.26 Me$nurut Simons 

yang me$nganut aliran monisme$, unsur-unsur tindak pidana te$rdiri atas: 

a. Suatu pe$rbuatan manusia, Ini be$rarti ada tindakan nyata yang 

dilakukan ole$h se$se$orang yang dianggap me$langgar hukum. 

Tindakan ini bisa be$rupa me$lakukan se$suatu yang dilarang, misalnya 

me$ncuri atau me$nyakiti orang lain, atau bisa juga kare$na se$se$orang 

tidak me$lakukan hal yang diwajibkan, se$pe$rti tidak me$nolong orang 

yang me$mbutuhkan bantuan ke$tika kita be$rke$wajiban untuk itu. 

b. Pe$rbuatan itu dilarang, supaya suatu pe$rbuatan bisa dianggap se$bagai 

tindak pidana, tindakan te$rse$but harus be$rte$ntangan de$ngan aturan 

atau norma yang be$rlaku dalam hukum. Jadi, ini bukan hanya soal 

tindakan yang salah me$nurut undang-undang, te$tapi juga soal 

be$rte$ntangan de$ngan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang 

be$rlaku di masyarakat. 

c. Pe$rbuatan itu harus dilakukan ole$h se$se$orang yag dapat 

dipe$rtanggungjawabkan, artinya dapat dipe$rsalahkan kare$na 

me$lakukan pe$rbuatan te$rse$but, untuk dapat dinyatakan se$bagai 

tindak pidana, pe$laku harus me$miliki unsur ke$salahan, baik dalam 

be$ntuk ke$se$ngajaan (dolus) maupun ke$lalaian (culpa). Unsur ini 

be$rarti bahwa pe$laku me$nge$tahui atau se$harusnya me$mahami bahwa 

pe$rbuatannya adalah salah atau me$langgar hukum. Jika pe$laku tidak 

                                                           
 26 Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azizah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2023): 91. 
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me$miliki ke$sadaran atau niat yang salah, maka tindakannya tidak 

dapat dianggap se$bagai tindak pidana.27 

 Aliran dualisme$ yaitu aliran me$misahkan antara unsur-unsur 

tindak pidana yaitu unsur obje$ktif (unsur pe$rbuatan) dan unsur subje$ktif 

(unsur pe$rtanggungjawaban pidana). Me$nurut aliran ini unsur subje$ktif 

hanya dapat dikandung dalam pe$rbuatan pidana. Atas dasar itu, pe$rbuatan 

pidana hanya dapat dilarang kare$na tidak mungkin suatu pe$rbuatan 

dijatuhi pidana. Adapaun unsur subje$ktif hanya dapat dikandung dalam 

pe$rtanggungjawaban pidana yang ditujukan ke$pada pe$mbuat. Kare$nanya 

pe$midanaan hanya dite$rapkan ke$pada pe$mbuat se$te$lah te$rbukti 

me$lakukan pe$rbuatan pidana dan dapat dipe$rtanggungjawabkan atas 

pe$rbuatan yang dilakukan. Se$cara se$de$rhana unsur de$lik me$nurut aliran 

dualisme$ adalah se$bagai be$rikut: 

a. Unsur pe$rbuatan/unsur obje$ktif: 

1) Pe$rbuatan me$ncocoki rumusan de$lik. 

2) Be$rsifat me$lawan hukum. 

b. Unsur pe$rbuatan/unsur subje$ktif: 

1) Dapat dipe$rtanggungjawabkan. 

2) Ada ke$salahan (tidak ada alasan pe$maaf).28 

 Me$nurut Moe$ljatno yang me$nganut aliran dualisme$, unsur tindak 

pidana adalah: 

a. Pe$rbuatan (ke$lakuan dan akibat); 

                                                           
 27 Chandra, Hukum Pidana: 43. 

 28 Sofyan dan Azizah, Hukum Pidana Indonesia: 92. 
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b. Hal ikhwal atau ke$adaan yang me$nye$rtai pe$rbuatan; 

c. Ke$adaan tambahan yang me$mbe$ratkan pidana; 

d. Unsur me$lawan hukum yang obje$ktif; 

e. Unsur me$lawan hukum yang subje$ktif.29 

3. Pe$nge$rtian Pe$midanaan 

 Pe$midanaan adalah prose$s pe$njatuhan hukuman atau sanksi 

ke$pada se$se$orang yang dinyatakan be$rsalah atas tindak pidana me$lalui 

prose$s pe$radilan. Pe$midanaan me$rupakan inti dari hukum pidana yang 

be$rfungsi se$bagai instrume$n pe$ne$gakan hukum dan ke$adilan bagi 

masyarakat. Se$cara fundame$ntal, pe$midanaan adalah re$spons ne$gara 

te$rhadap pe$langgaran hukum yang dilakukan ole$h se$se$orang de$ngan 

tujuan te$rte$ntu, baik itu untuk me$nghukum, me$mpe$rbaiki, atau 

me$lindungi masyarakat. 

 Pe$midanaan me$rupakan salah satu tahap akhir dalam prose$s 

pe$radilan pidana. Se$te$lah me$lalui pe$nyidikan, pe$nuntutan, dan 

pe$ngadilan, jika te$rdakwa dinyatakan be$rsalah, hakim akan me$mutuskan 

je$nis dan be$ratnya hukuman be$rdasarkan bukti yang ada dan prinsip-

prinsip yang te$lah diatur. Barda Nawawi Arie$f me$nde$finisikan 

pe$midanaan se$cara luas se$bagi suatu prose$s pe$mbe$rian atau pe$njatuhan 

pidana ole$h hakim se$hingga sisite$m pe$midanaan me$ncakup ke$se$luruhan 

ke$te$ntuan pe$rundang-undangan yang me$ngatur bagaimana hukum pidana 

itu dite$gakkan atau diope$rasionalkan se$cara konkre$t se$hingga se$orang 

                                                           
 29 Chandra, Hukum Pidana: 45. 
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dijatuhi sanksi (hukum pidana). Pe$nge$rtian pe$midanaan me$nurut Andi 

Hamzah adalah suatu pe$nge$rtian umum, se$bagai suatu sanksi yang 

me$nde$ritakan atau ne$stapa yang se$ngaja ditimpakan ke$pada se$se$orang 

se$dangkan pidana me$rupakan suatu pe$nge$rtian khusus yang be$rkaitan 

de$ngan hukum pidana.30 

 Dalam masyarakat mode$rn, pe$midanaan tidak hanya dipandang 

se$bagai be$ntuk pe$mbalasan, te$tapi juga se$bagai instrume$n pe$mbe$lajaran 

bagi pe$laku agar bisa be$rubah dan me$njalani ke$hidupan yang le$bih baik. 

Se$bagai contoh, dalam kasus pe$langgaran ringan, alih-alih me$njatuhkan 

hukuman pe$njara, hakim bisa me$mutuskan untuk me$mbe$rikan ke$rja 

sosial atau re$habilitasi guna me$mpe$rbaiki pe$rilaku pe$laku. 

 Namun, dalam kasus yang le$bih se$rius, se$pe$rti pe$mbunuhan atau 

korupsi, pe$midanaan se$ring kali be$rtujuan me$mbe$rikan e$fe$k je$ra dan 

me$lindungi masyarakat dari pote$nsi bahaya yang le$bih be$sar. Te$rkadang 

hukuman be$rat se$pe$rti pidana pe$njara se$umur hidup atau hukuman mati 

dijatuhkan untuk me$ne$gaskan bahwa pe$langgaran hukum yang se$rius 

tidak dapat ditole$ransi. 

 Se$cara ke$se$luruhan, pe$midanaan adalah salah satu upaya 

pe$ne$gakan hukum yang dirancang untuk me$nye$imbangkan antara 

ke$adilan bagi korban, pe$ngakuan te$rhadap ke$salahan pe$laku, se$rta 

pe$rlindungan bagi masyarakat luas.  

                                                           
 30 Brilian Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan  Di Indonesia,” 

Lex Renaissan 6, no. 2 (2021): 229. 
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 Pada awalnya pe$midanaan hanyalah ditujukan se$bagai 

pe$mbalasan. Pe$midanaan de$mikian me$rupakan ciri aliran klasik yang 

me$lahirkan te$ori absolut. Me$nurut te$ori ini pe$mbalasan adalah le$gitimasi 

pe$midanaan. Te$ori absolut me$mandang pidana se$mata-mata untuk 

me$mbe$rikan pe$mbalasan atas pe$rbuatan yang dilakukan ole$h pe$laku. 

Bagi Immanue$l Kant, pidana me$rupakan tuntutan ke$susilaan. Bagi pe$laku 

yang te$lah me$lakukan ke$jahatan, pe$rintah yang be$rsifat ke$susilaan yang 

me$ngharuskan agar pe$laku dihukum. 

 Me$nurut Sudarto, aliran klasik te$ntang pidana be$rsifat re$tributif 

dan re$fre$nsif te$rhadap tindak pidana. Aliran ini be$rpaham inde$te$rminisme$ 

me$nge$nai ke$be$basan ke$he$ndak manusia yang me$ne$kankan ke$pada 

ke$he$ndak pe$rbuatan pe$laku ke$jahatan se$hingga dike$he$ndaki hukum 

pidana pe$rbuatan dan bukan pada pe$lakunya. Pada pe$rke$mbangannya 

te$rjadi pe$rubahan paradigma hukum pidana dari aliran klasik me$njadi 

aliran mode$rn. Me$nurut aliran ini, hukum pidana be$rtujuan untuk 

me$lindungi masyarakat dari ke$jahatan. Pidana be$rtujuan tidak se$mata 

pe$mbalasan me$lainkan untuk me$mpe$rbaiki pe$laku ke$jahatan.31 

4. Je$nis-je$nis Pe$midanaan 

 Be$rdasarkan ke$te$ntuan yang ada di KUHP me$nyangkut te$ntang 

sanksi pidana atau je$nis pe$midanaan hanya te$rdapat dua macam hukuman 

pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.32 

 

                                                           
 31 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 

2016): 37. 

 32 Chandra, Hukum Pidana: 95. 
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a. Pidana pokok (Hoofd  straffe$n) 

 Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan te$rle$pas 

dari hukuman-hukuman lain. Pidana pokok me$rupakan je$nis 

hukuman utama yang diatur dalam hukum pidana Indone$sia. Pidana 

ini dike$nakan ke$pada se$se$orang yang dinyatakan be$rsalah se$te$lah 

me$lalui prose$s pe$radilan. Pidana pokok juga me$njadi dasar dalam 

pe$mbe$rian hukuman, dimana je$nis dan be$ratnya dite$ntukan ole$h 

hakim se$suai tingkat ke$salahan dan je$nis ke$jahatan yang dilakukan. 

Pidana pokok te$rdiri dari pidana mati, pidana pe$njara, pidana 

kurungan, pidana de$nda, pidana tutupan (ditambahkan be$rdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946). 

 Pidana mati me$rupakan hukuman paling be$rat yang 

dijatuhkan ke$pada te$rpidana. Ini biasanya dibe$rikan untuk ke$jahatan 

yang sangat se$rius, se$pe$rti pe$mbunuhan be$re$ncana atau ke$jahatan 

te$rorisme$. Tata cara pe$laksanaan pidana mati di lingkungan 

pe$ngadilan umum diatur dalam Pe$npre$s No. 2 Tahun 1964 pada 

Pasal 2 sampai 16 yang pada intinya me$nye$butkan bahwa: 

1) Pidana mati dilaksanakan di dae$rah hukum pe$ngadilan yang 

me$njatuhkan putusan dalam tingkat pe$rtama. 

2) Ke$pala polisi dae$rah te$mpat ke$dudukan pe$ngadilan te$rse$but 

se$te$lah me$nde$ngar nasihat jaksa tinggi/jaksa yang 

te$rtanggungjawab untuk pe$laksanaanya, me$ne$ntukan waktu  dan 

te$mpat pe$laksanaan pidana mati. 
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3) Tiga hari se$be$lum pe$laksanaan pidana mati, jaksa 

me$mbe$ritahukan ke$pada te$rpidana te$ntang akan 

dilaksanakannya pidana te$rse$but. 

4) Pidana mati tidak dilaksankan dimuka umum dan de$ngan cara 

yang se$se$de$rhana mungkin. 

5) E$kse$kusi pidana mati dilaksanakan ole$h re$gu pe$ne$mbak dari 

brigade$ mobile$ yang te$rdiri se$orang bintara, 12 orang tamtama, 

dan di bawah pimpinan se$orang pe$rwira.  

 Pidana pe$njara me$rupakan be$ntuk hukuman di mana 

te$rpidana ke$hilangan ke$be$basan pribadinya dan harus me$njalani 

hukuman di le$mbaga pe$masyarakatan se$lama jangka waktu te$rte$ntu 

yang dite$tapkan ole$h pe$ngadilan. Pidana pe$njara dibagi me$njadi dua 

kate$gori: Pidana pe$njara se$umur hidup, dimana te$rpidana akan 

dipe$njara tanpa batas waktu sampai akhir hidupnya; Pidana pe$njara 

se$me$ntara, yang dibe$rlakukan untuk jangka waktu te$rte$ntu, 

minimum pidana pe$njara adalah 1 (satu) hari dan maksimunnya 15 

tahun be$rturut-turut, te$rgantung be$ratnya ke$jahatan.33 

 Be$rbe$da de$ngan pidana pe$njara, pidana kurungan adalah 

hukuman pe$njara yang dibe$rikan untuk tindak pidana yang le$bih 

ringan. Dalam hal ini, te$rdakwa mungkin masih dipe$rbole$hkan untuk 

me$lakukan pe$ke$rjaan atau aktivitas te$rte$ntu di luar pe$njara pada 

kondisi yang te$rbatas. Lamanya pidana kurungan minimal satu hari 

                                                           
 33 Sofyan dan Azizah, Hukum Pidana Indonesia: 79. 



35 
 

 
 

dan maksimal satu tahun, dan dapat dijatuhkan se$lamanya satu tahun 

e$mpat bulan dalam hal ada unsur pe$mbe$ratan pidana me$nyangkut 

pe$rbare$ngan, pe$ngulangan atau pe$gawai ne$ge$ri me$lakukan tindak 

pidana de$ngan me$langgar ke$wajiban dalam jabatannya.  

 Pidana de$nda adalah hukuman dalam be$ntuk ke$wajiban 

me$mbayar se$jumlah uang ke$pada ne$gara se$bagai be$ntuk sanksi atas 

pe$langgaran hukum. Apabila de$nda tidak dibayar, pidana kurungan 

dapat dijatuhkan se$bagai gantinya. Pidana de$nda diatur dalam 

be$rbagai pasal KUHP, di mana jumlah de$nda yang dijatuhkan 

be$ragam te$rgantung pada be$ratnya tindak pidana. Se$lain itu, KUHP 

juga me$mbe$rikan ke$te$ntuan te$rkait pe$nggantian pidana de$nda de$ngan 

pidana kurungan jika te$rpidana tidak mampu me$mbayar de$nda. 

 Pidana tutupan ini dibe$rikan ke$pada te$rpidana atas ke$jahatan 

politik atau pe$langgaran te$rte$ntu yang me$libatkan ne$gara. Pidana 

tutupan tidak se$ring digunakan dalam praktik hukum pidana umum. 

Pidana ini me$mbe$rikan kondisi pe$nahanan yang le$bih ringan dari 

pada pidana pe$njara, dan se$ring digunakan pada masa lalu untuk 

tindak pidana politik. Me$skipun de$mikian, pidana tutupan saat ini 

jarang digunakan dalam siste$m pe$radilan pidana Indone$sia, kare$na 

siste$m pe$njara biasa le$bih se$ring dite$rapkan.34 

 

 

                                                           
 34 Sofyan dan Azizah, Hukum Pidana Indonesia: 80. 
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b. Pidana tambahan (bijkome$nde$ straffe$n) 

 Pidana tambahan adalah je$nis hukuman yang me$nye$rtai 

pidana pokok dan dijatuhkan ole$h hakim be$rdasarkan ke$te$ntuan 

hukum. Pidana tambahan bukanlah hukuman utama, me$lainkan 

be$rsifat pe$le$ngkap atau tambahan bagi pidana pokok se$pe$rti pidana 

mati, pe$njara, kurungan, de$nda, atau tutupan. Me$skipun sifatnya 

tambahan, pidana ini te$tap me$miliki dampak yang signifikan 

te$rhadap te$rpidana kare$na me$libatkan pe$mbatasan hak-hak te$rte$ntu 

atau pe$nyitaan harta be$nda. Pidana tambahan te$rdiri dari:  

1) Pe$ncabutan hak-hak te$rte$ntu 

 Pidana tambahan ini be$rupa pe$ncabutan hak-hak te$rte$ntu 

yang dimiliki ole$h te$rpidana. Hak-hak yang dapat dicabut ole$h 

pe$ngadilan diatur dalam Pasal 35 KUHP, me$liputi: Hak 

me$me$gang jabatan te$rte$ntu: Te$rpidana tidak diizinkan untuk 

me$me$gang posisi atau jabatan te$rte$ntu dalam pe$me$rintahan atau 

se$ktor swasta. Misalnya, jika se$orang pe$jabat publik te$rbukti 

me$lakukan tindak pidana korupsi, maka hak untuk ke$mbali 

me$njabat dalam posisi pe$me$rintahan bisa dicabut; Hak me$njadi 

anggota angkatan be$rse$njata: Te$rpidana ke$hilangan haknya 

untuk me$njadi atau te$tap me$njadi anggota angkatan be$rse$njata, 

se$pe$rti TNI atau Polri; Hak me$milih dan dipilih dalam pe$milihan 

umum: Te$rpidana tidak dapat me$nggunakan hak politiknya 

dalam pe$milihan umum, baik untuk me$milih maupun dipilih 
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se$bagai calon pe$jabat publik; Hak me$njadi wali, pe$ngampu, atau 

pe$ngurus anak di bawah umur: Te$rpidana dapat ke$hilangan hak 

untuk me$njadi wali atau pe$ngampu bagi anak di bawah umur, 

biasanya te$rkait de$ngan ke$jahatan yang me$mbahayakan moral 

atau fisik anak-anak.35 

2) Pe$rampasan barang-barang te$rte$ntu 

 Pasal 39 KUHP me$ngatur te$ntang pidana tambahan 

be$rupa pe$nyitaan barang-barang te$rte$ntu yang dimiliki ole$h 

te$rpidana. Pe$nyitaan ini dilakukan untuk barang-barang yang 

be$rkaitan de$ngan tindak pidana atau yang digunakan untuk 

me$lakukan tindak pidana. Contohnya: Barang-barang yang 

digunakan untuk me$lancarkan tindak pidana (misalnya se$njata, 

alat-alat yang digunakan dalam ke$jahatan); Barang-barang yang 

dipe$role$h dari hasil tindak pidana (misalnya uang atau harta 

be$nda hasil korupsi atau pe$ncurian). 

3) Pe$ngumuman ke$putusan hakim. 

 Be$rdasarkan Pasal 43 KUHP, hakim dapat me$mutuskan 

untuk me$ngumumkan putusan pe$ngadilan se$bagai bagian dari 

pidana tambahan. Pe$ngumuman putusan ini dilakukan di me$dia 

massa atau di te$mpat umum de$ngan tujuan untuk 

Me$mpe$rmalukan te$rpidana se$cara sosial, Me$mbuat masyarakat 

waspada te$rhadap ke$jahatan yang te$lah dilakukan ole$h 

                                                           
 35 Chandra, Hukum Pidana: 103. 
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te$rpidana, Me$mbe$rikan pe$lajaran bagi masyarakat agar tidak 

me$lakukan tindak pidana se$rupa. Pe$ngumuman putusan ini 

biasanya digunakan untuk tindak pidana yang be$rdampak luas 

pada masyarakat, se$pe$rti korupsi, ke$jahatan e$konomi, atau 

pe$langgaran moral yang me$nce$markan nama baik publik.36 

5. Disparitas Pe$midanaan 

 Disparitas se$cara bahasa artinya ke$tidaksamaan atau pe$rbe$daan. 

Disparitas pidana me$rupakan pe$mbe$rian sanksi pidana be$rbe$da pada 

tindak pidana yang se$je$nis atau dalam tindak pidana yang me$miliki sifat 

be$rbahaya se$rta dapat dibandingkan tanpa landasan pe$mbe$nar yang 

be$nar. Me$rujuk pada le$gal cate$gory disparitas pidana dapat te$rjadi kare$na 

prose$s pe$nghukuman te$rhadap pihak yang me$lakukan de$lik se$cara 

be$rsama. Disparitas muncul se$bab adanya pe$njatuhan e$kse$kusi yang 

be$rbe$da te$rhadap tindak pidana yang sama. Pe$njatuhan hukuman adalah 

ke$putusan yang dijatuhkan ole$h hakim te$rhadap pe$laku ke$jahatan. Ole$h 

kare$na itu, bisa dikatakan bahwa pe$ran hakim sangat me$ne$ntukan dalam 

munculnya pe$rbe$daan hukuman yang dijatuhkan.37 

 Me$nurut Barda Nawawi Arie$f, disparitas pidana adalah pe$rbe$daan 

dalam pe$mbe$rian hukuman yang timbul akibat sifat subje$ktif dari hakim 

dalam me$nilai kasus te$rte$ntu. Ia me$nggarisbawahi bahwa pe$rbe$daan ini 

dapat muncul kare$na adanya be$rbagai faktor yang me$me$ngaruhi 

                                                           
 36 Chandra, Hukum PidanaI: 104.  

 37 Fikarlia dan Jalaluddin, “Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika 

Ditinjau Dar Kepastian Hukum,” Pagaruyuang Law Journal 7, no. 1 (2023): 123, 

https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4560. 
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ke$bijakan pe$ne$gakan hukum, se$pe$rti norma, nilai-nilai masyarakat, dan 

ke$butuhan hukum. 

 Adanya faktor-faktor yang me$njadi pe$nye$bab te$rjadinya disparitas 

pidana, te$tapi pada akhirnya hakimlah yang akan me$ne$ntukan te$rjadinya 

suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan te$rus te$rjadi 

kare$na adanya jarak antara sanksi pidana minimal de$ngan sanksi pidana 

maksimal. Prose$s formulasi yang dilakukan ole$h badan le$gislatif se$laku 

pe$mbe$ntuk Undang-undang juga sangat be$rpe$ngaruh pada disparitas 

pidana, dikare$nakan tidak adanya standard untuk me$rumuskan sanksi 

pidana. 

 Me$nurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas dalam hukuman bisa 

me$nimbulkan pe$rse$psi ke$tidakadilan jika pe$rbe$daan itu te$rlalu jauh, 

apalagi jika te$rlihat adanya bias atau ke$tidakkonsiste$nan dalam 

pe$ne$rapan hukum. Ole$h kare$na itu, ia me$ne$kankan pe$ntingnya standar 

atau pe$doman yang je$las bagi hakim dalam me$njatuhkan pidana untuk 

me$nce$gah disparitas yang be$rle$bihan.38 

B. Tinjaun Umum Tentang Putusan 

1. Pe$nge$rtian Putusan  

 Se$suai de$ngan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 

pe$me$riksaan pe$rkara se$le$sai, Maje$lis Hakim kare$na jabatannya 

me$lakukan musyawarah untuk me$ngambil putusan yang akan dijatuhkan. 

                                                           
 38 Frengky Manurung dkk., “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana 

Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan  No. 

159/PID.SUS/2019/PN.RAP Dan Putusan No.  626/PID.SUS/2020/PN.RAP),” Law Jurnal 2, no. 1 

(2021): 66. 
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Prose$s pe$me$riksaan dianggap se$le$sai, apabila te$lah me$ne$mpuh tahap 

jawaban dari te$rgugat se$suai de$ngan Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang 

dibare$ngi de$ngan re$plik dari pe$nggugat be$rdasarkan Pasal 115 Rv, 

maupun duplik dari te$rgugat, dan dilanjutkan de$ngan prose$s tahap 

pe$mbuktian dan konklusi. Jika se$mua tahap ini te$lah tuntas dise$le$saikan, 

maje$lis me$nyatakan pe$me$riksaan ditutup dan diprose$s se$lanjutnya adalah 

me$njatuhkan atau pe$ngucapan putusan. me$ndahului pe$ngucapan putusan 

itulah tahap musyawarah bagi maje$lis untuk me$ne$ntukan putusan apa 

yang he$ndak dijatuhkan ke$pada pihak yang be$rpe$rkara. 

 Pe$rlu dije$lasakan bahwa yang dimaksud de$ngan putusan pada 

uraian ini adalah putusan pe$radilan tingkat pe$rtama. Dan me$mang tujuan 

akhir prose$s pe$me$riksaan pe$rkara di pe$ngadilan ne$ge$ri, diambilnya suatu 

putusan ole$h hakim yang be$risi pe$nye$le$saian pe$rkara yang 

dise$ngke$takan. Be$rdasarkan putusan itu, dite$ntukan de$ngan pasti de$ngan 

hak maupun hubungan hukum para pihak de$ngan obje$k yang 

dise$ngke$takan. 

 Me$nurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang be$rjudul 

Hukum Acara Pe$rdata, putusan adalah se$buah pe$rnyataan yang di buat 

dalam be$ntuk tulisan ole$h hakim se$bagai pe$jabat ne$gara yang dibe$ri 

we$we$nang untuk itu dan diucapkan di de$pan pe$rsidangan pe$rkara yang 

te$rbuka untuk umum. Putusan ini me$miliki tujuan yang sangat pe$nting, 

yaitu untuk me$nye$le$saikan atau me$ngakhiri suatu pe$rkara guna 

te$rciptanya ke$pastian hukum dan ke$adilan bagi oara pihak yang 
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be$rse$ngke$ta. De$ngan kata lain, putusan me$rupakan titik akhir sari se$buah 

prose$s pe$radilan, di mana hakim me$mbe$rikan ke$putusan yang me$ngikat 

se$cara hukum te$rhadap se$ngke$ta yang diajukan ole$h para pihak. 39 

 Putusan hakim adalah saat hakim itu se$ndiri me$mbe$rikan suatu 

pe$rnyataan, yang mana hakim me$mpunyai ke$dudukan atau se$dang 

me$njabat se$bagai pe$jabat ne$gara. Se$hingga hakim te$rse$but je$las 

me$mpunyai ke$we$nangan untuk me$mbe$rikan putusan te$rhadap suatu 

pe$rkara yang ada dalam pe$rsidangan. Adapun suatu putusan dapat 

dipe$rgunakan dalam hal me$ngakhirikan suatu pe$rkara atau suatu 

se$ngke$ta. Putusan dikatakan lain ialah suatu be$ntuk te$rtulis be$rupa 

pe$rnyataan yang maka akan diucapkan se$rta diumumkan di dalam suatu 

pe$rsidangan ole$h hakim. Dalam putusan hakim te$rdapat tiga macam 

ke$kuatan didalamnnya yaitu: 

a. Ke$kuatan me$ngikat. Me$ngikat untuk para pihak yang se$dang 

be$rpe$kara. Se$hingga me$lihat pe$rnyataan te$rse$but maka para pihak 

yang se$dang be$rpe$rkara maka harus tunduk dan hormat te$rhadap 

putusan. 

b. Ke$kuatan pe$mbuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang te$lah 

me$miliki ke$pastian hukum, me$miliki hukum te$tap juga suatu putusan 

hakim bisa me$njadi bukti dalam se$ngke$ta pe$rdata yang sama.  

c. Ke$kuatan e$kstoria. Yaitu me$miliki ke$kuatan guna me$lakukan 

putusan pe$ngadilan de$ngan paksa ole$h aparat pe$ne$gak hukum. 

                                                           
 39 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017): 888. 
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Se$hingga se$tiap putusan harus me$muat e$kse$torial yaitu kalimat 

“De$mi Ke$adilan Be$rdasarkan Ke$tuhanan Yang Maha E$sa”.40 

2. Be$ntuk-be$ntuk Putusan 

 Be$rdasarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

te$patnya pada Pasal 191, te$rdapat be$be$rapa je$nis putusan: 

a. Putusan be$bas dari se$gala tuduhan hukum 

 Putusan ini dapat te$rjadi ke$tika te$rdakwa dinyatakan dalam 

ke$adaan se$cara sah dan ia dapat me$mbe$rikan ke$yakinan bahwa 

se$sungguhnya dia tidak me$lakukan tindak pidana se$bagaimna yang 

te$lah didakwakan ole$h jaksa. Te$rdapat be$be$rapa ke$adaan yan dapat 

me$nye$babkan se$orang hakim me$njatuhkan putusan be$bas ini apabila 

dalam prose$ pe$me$riksaan dite$mukan be$be$rapa hal diantaranya adalah 

pe$mbuktian yang dilakukan dalam pe$rsidangan dinilai tidak cukup 

dalam me$mbe$rikan pe$mbuktian atas ke$salahan te$rdakwa ke$mudian 

juga tanpa dise$rtai de$ngan ke$yakinan hakim yang asas pe$mbuktian 

me$nurut undang-undang se$cara ne$gatif. 

b. Putusan le$pas dari se$gala tuntutan 

 Putusan ini dapat dijatuhkam ke$pada se$se$orang te$rbukti 

me$lakukan se$buah tindak pidana ke$jahatan se$cara sah se$rta 

me$nyakinkan me$nurut hukum akan te$tapi yang me$njadikan 

pe$rmasalahn adalah pe$rbuatan bukanlah te$rmasuk dalam tindakan 

pidana me$lainkan tindakan pe$rdata maupun tindak pidana lainnya. 

                                                           
 40 Ghoniyah Zulindah Maulidya dkk., “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan 

Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia,” Hukmy : Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 217. 
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c. Putusan yang me$ngandung pe$midanaan 

 Be$ntuk tindak pidana ini te$rcantum dalam Pasal 193 

KUHAP, dimana pe$midanaan ini me$miliki pe$nge$rtian bahwa 

te$rdakwa te$lah dijatuhi hukuman pidana yang se$suai de$ngan apa 

yang te$lah dite$ntukan. Ke$mudian dalam Pasal 193 te$patnya pada 

ayat (1) me$nje$laskan bahwa jika se$buah ke$salahan te$rdakwa sudah 

me$ncukupi pe$mbuktiannya dan dapat dinyatakan se$rta te$lah 

te$rcantum pada surat dakwaan ini me$rupakan dakwaan yang 

se$be$nar-be$narnya. Dalam putusan ini be$risikan pe$rintah untuk 

me$lakukan pe$nghukuman te$rdakwa se$suai de$ngan ancaman pidana 

yang sudah diputuskan, kare$na titik tolak hakim dalam me$njatuhkan 

putusan pe$midanaan harus be$rdasarkan pada ancaman pidana.41  

3. Dasar Pe$rtimbangan Hakim Dalam Me$mutuskan Putusan 

 Dalam hukum pidana, untuk me$me$pe$role$h suatu putusan yang adil 

me$me$rlukan prose$s yang sangat panjang, yaitu me$lalui prose$s be$racara. 

Dalam prose$s te$rse$but hakikat yang he$ndak dicapai adalah he$ndak 

me$ne$mukan ke$be$naran mate$ril, yang me$rupakan landasan dalam 

pe$njatuhan sanksi pidana de$mi te$rcapainnya rasa ke$adilan. Putusan yang 

adil dapat dipe$role$h apabila ditangani ole$h se$orang hakim yang bukan 

saja me$mpunyai inte$gritas ke$ilmuan yang tinggi, namun harus didasari 

pula ole$h jiwa akhlakul karimah. 

                                                           
 41 Maulidya dkk. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum 

Terhadap Putusan Yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum 

Acara Pidana di Indonesia : 219. 
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 Pada dasarnya tugas hakim adalah me$mbe$ri ke$putusan dalam 

se$tiap pe$rkara atau konflik yang dihadapkan ke$padanya, me$ne$tapkan hal-

hal se$pe$rti hubungan hukum, nilai hukum dari pe$rilaku se$rta ke$dudukan 

hukum pihak-pihak yang te$rlibat dalam suatu pe$rkara, se$hingga untuk 

dapat me$nye$le$saikan pe$rse$lisihan atau konflik se$cara imparsial 

be$rdasarkan hukum yang be$rlaku, maka hakim harus se$lalu mandiri dan 

be$bas dari pe$ngaruh pihak manapun, te$rutama dalam me$ngambil 

putusan.42 

 Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka me$mbe$rikan 

jawaban te$rhadap pe$rsoalan yang diajukan ke$padanya. Ole$h kare$na 

hakim dianggap se$lalu me$nge$tahui hukumnya, maka putusan itu harus 

me$muat pe$rtimbangan yang me$madai, yang bisa dite$rima se$cara nalar 

dikalangan forum ke$ilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang 

be$rpe$rkara. Hakim pe$rlu me$nce$rmati agar putusannya se$jalan de$ngan 

doktrin ilmu pe$nge$tahuan hukum.43 

 Hakim dalam me$mbe$rikan suatu putusan didasarkan pada 

pe$rtimbangan-pe$rtimbangan diantaranya yaitu pe$rtimbangan yuridis dan 

pe$rtimbangan non yuridis. 

 Hakikatnya pada pe$rtimbangan yuridis me$rupakan pe$mbuktian 

unsur-unsur (be$stande$lle$n) dari suatu tindak pidana apakah pe$rbuatan 

te$rdakwa te$rse$but te$lah me$me$nuhi dan se$suai de$ngan tindak pidana yang 

                                                           
 42 Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 

Perkara Tindak Pidana Narkotika,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1 (2020): 131, 

https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314. 

 43 Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim dan kepastian Hukum dalam Menangani perkara 

Pidana di Indonesia,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 164. 
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didakwakan ole$h jaksa/pe$nuntup umum. Dalam praktik pe$radilan pada 

putusan hakim se$be$lum pe$rtimbangan-pe$rtimbangan yuridis ini 

dibuktikan dan dipe$rtimbangkan, hakim te$rle$bih dahuku akan me$narik 

fakta-fakta dalam pe$rsidangan yang timbul dan konklusi kumulatif dari 

ke$te$rangan para saksi, ke$te$rangan te$rdakwa dan barang bukti yang 

diajukan dan dipe$riksa di pe$rsidangan. 

 Pada dasarnya fakta-fakta dalam pe$rsidangan be$rorie$ntasi pada 

dide$me$nsi te$ntang locus dan te$mpus de$licti, modus ope$randi 

bagaimanakan tindak pidana te$rse$but dilakukan, pe$nye$bab atau latar 

be$lakang me$ngapa te$rdakwa sampai me$lakukan tindak pidana, ke$mudian 

bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari pe$rbuatan 

te$rdakwa; barang bukti apa yang digunakan te$rdakwa dalam me$lakukan 

tindak pidana dan se$bagainya. 

 Se$lanjutnya se$te$lah fakta-fakta dalam pe$rsidangan te$rse$but 

diungkapakan pada putusan hakim ke$mudian akan dipe$rtimbangan 

te$rhadap unsur-unsur (bastande$lle$n) dan tindak pidana yang te$lah 

didakwakan ole$h jaksa/ pe$nuntut umum. Se$be$lum me$mpe$rtimbangakan 

unsur-unsur (bastande$lle$n) te$rse$but, maka me$nurut praktik lazimnya 

dipe$rtimbngakan te$ntang hal-hal be$rsifat kore$lasi antara fakta-fakta, 

tindak pidana yang didakwakan dan unsur ke$salahan te$rdakwa.  

 Pe$rtimbangan te$rse$but di atas ke$mudian me$muat dasar-dasr hukum 

pe$njatuhan hukuman atau pe$midanaan. Dalam pe$rspe$ktif yang le$bih 
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me$ndalam, pe$rtimbangan yuridis me$rupakan wujud konkre$t dasar hukum 

dari pe$rtimbangan hukum dalam putusan.44 

 Se$lain me$mpe$rtimbangkan yang be$rsifat yuridis, hakim dalam 

me$njatuhkan putusan me$mbuat pe$rtimbangan hakim yang be$rsifat non 

yuridis. Pe$rtimbangan non yuridis yang be$titik tolak pada dampak yang 

me$rugikan dan me$rusak tatanan dalam ke$hidupan be$rmasyarakat dan 

be$rne$gara. Pe$rtimbangan yang be$rsifat non yuridis yaitu: 

a. Kondisi diri te$rdakwa, dimana te$rdakwa dapat 

me$mpe$rtanggungjawabkan pe$rbuatannya dalam arti sudah de$wasa 

dan sadar (tidak gila). 

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, artinya te$tap 

pe$rbuatan tindak pidana me$ngandung bahwa pe$rbuatan te$rse$but 

me$mpunyai motif dan tujuan untuk de$ngan se$ngaja me$lawan hukum. 

c. Cara me$lakukan tindak pidana, pe$laku dalam me$lakukan pe$rbuatan 

te$rse$but te$rhadap unsur yang dire$ncanakan te$rle$bih dahulu untuk 

me$lakukan de$lik te$rse$but. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat 

yaitu ke$inginan pe$laku untuk me$lawan hukum. 

d. Sikap batin pe$laku tindak pidana, hal ini dapat diide$ntifikasi de$ngan 

me$lihat pada rasa be$rsalah, rasa pe$nye$salan dan be$rjanji untuk tidak 

akan me$ngulangi pe$rbuatan te$rse$but. 

                                                           
 44 Jonaedi Efendi, Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Depok: 

Prenadamedia Group, 2018): 289. 
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e. Riwayat hidup dan ke$adaan sosial e$konomi, riwayat hidup dan sosial 

pe$laku tindak pidana juga sangat me$mpe$ngaruhi putusan hakim 

dalam me$mpe$ringan hukuman bagi pe$laku. 

f. Sikap dan tindakan pe$laku se$sudah me$lakukan tindak pidana, pe$laku 

dalam hal ini dimintai ke$te$rangan atas ke$jadian te$rse$but, jika pe$laku 

be$rlaku sopan dan mau be$rtanggungjawab dan me$ngakui se$mua 

pe$rbuatannya de$ngan te$rus te$rang dan be$rkata jujur. Maka hal 

te$rse$but dapat me$njadi pe$rtimbangan hakim untuk me$mbe$rikan 

ke$ringanan bagi pe$laku. 

g. Pe$ngaruh pidana pada masa de$pan pe$laku, pidana juga me$mpunyai 

tujuan yaitu me$mbuat je$ra ke$pada pe$laku tindak pidana, juga untuk 

me$me$ngaruhi pe$laku agar tidak me$ngulangi pe$rbuatnnya te$rse$but, 

me$masyarakatkan pe$laku de$ngan me$ngadakan pe$mbinaan, se$hingga 

me$njadikan orang yang ke$bih baik dan be$rguna.45 

C. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika 

1. Pe$nge$rtian Narkotika 

 Se$cara e$timologi narkotika be$rasal dari bahsa Yunani yaitu narke$ 

atau narkam yang be$rarti te$rbius se$hingga tidak me$rasakan apa-apa. 

Dalam bahasa Inggris, istilah narcose$ atau  narcosis be$rarti me$nidurkan 

dan me$mbiuskan. E$fe$k narkotika di samping me$mbius dan me$nurunkan 

ke$sadaran, adalah me$ngakibatkan daya khayal/halusinasi, se$rta 

                                                           
 45 Laka Dodo Laia, Klaudius Ilkam Hulu, dan Feriana Ziliwu, “Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri 

Gunungditoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN GST,” Jurnal Education and Development 10, no. 3 

(2022): 750, https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4422., diakses 26 Oktober 2024. 
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me$nimbulkan daya rangsang/stimulan. Narkotika te$rse$but dapat 

me$nimbulkan ke$te$rgantungan. 

 Narkotika me$rupakan suatu obat yang dapat me$mbe$rikan e$fe$k 

me$ne$nangkan saraf, me$nghilangkan rasa nye$ri atau sakit, me$nimbulkan 

rasa me$ngantuk dan dapat me$rangsang pe$nggunanya. Dalam aspe$k 

me$dis, narkotika adalah obat yang dapat me$nghilangkan rasa sakit yang 

be$rasal dari dae$rah vire$sal atau alat-alat rongga dada dan rongga pe$rut, 

me$nimbulkan e$fe$k be$ngong (stupor) dalam waktu yang sangat lama 

dimana pe$ngguna masih dalam ke$adaan sadar se$rta dapat dapat 

me$nimbulkan ke$tagihan. 

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 te$ntang 

Narkotika me$nye$butkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang 

be$rasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinte$sis maupun 

se$misinte$sis, yang dapat mnmye$babkan pe$nurunan atau pe$rubahan 

ke$sadaran, hilangya rasa nye$ri, dan dapat me$nimbulkan 

ke$te$rgantungan.46 

2. Pe$nggolongan Narkotika 

 Me$nurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang 

Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang be$rasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sinte$tis maupun se$misinte$sis, yang dapat 

me$nye$babkan pe$nurunan atau pe$rubahan ke$sadaran, hilangnya rasa, 

me$ngurangi sampai me$ngilangkan rasa nye$ri, dan dapat me$nimbulkan 

                                                           
 46 Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana penjara Atas Tindak Pidana Narkotika 

Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 

Tentang Narkotika,” Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 1 (2019): 56. 
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ke$te$rgantungan, yang dibe$dakan ke$dalam golongan-golongan. Le$bih 

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika 

dije$laskan ada tiga je$nis golongan narkotika, yaitu se$bagai be$rikut: 

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pe$nge$mbangan ilmu pe$nge$tahuan dan tidak digunakan dalam 

te$rapi se$rta me$mpunyai pote$nsi sangat tinggi me$ngakibatkan 

ke$te$rgantungan. Contoh: he$roin, sabu, kokain, daun koka, opium, 

ganja, jicing, katinon, MDMDA/e$kstasi, dan le$bih dari 65 macam 

je$nis lainnya; 

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang be$khasiat untuk 

pe$ngobatan untuk pe$ngobatan digunakan se$bagai pilihan te$rakhir dan 

dapat digunakan dalam te$rapi dan/atau untuk tujuan pe$nge$mbangan 

ilmu pe$nge$tahuan se$rta me$mpunyai pote$nsi tinggi me$ngakibatkan 

ke$te$rgantungan. Contoh: morfin pe$tidin, fe$ntamil, me$tadon, dan lain-

lain; 

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang me$miliki daya adiktif 

ringan, te$tapi be$rmanfaat dan be$rkhasiat untuk pe$ngobatan dan 

pe$ne$litian. Golongan III narkotika ini banyak digunakan dalam te$rapi 

dan/atau untuk tujuan pe$nge$mbangan ilmu pe$nge$tahuan se$rta 

me$mpunyai pote$nsi me$ngakibatkan ke$te$rgantungan. Contoh: code$in, 

e$tilmorfina, kode$ina, nikokodina, polkodina, bupre$norfin, propiram, 
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dan ada se$banyak 13 je$nis lainnya se$rta bahan campuran atau 

pe$ngolahan lainnya.47 

 Ada be$be$rapa je$nis narkotika yang be$re$dar luas dipe$rdagangkan 

dan dikonsumsi se$cara ile$gal ole$h masyarakat. Adapun je$nis narkoba 

me$nurut bahannya dibe$dakan me$njadi tiga bagian, yaitu narkotika alami, 

narkotika sinte$sis, dan narkotika se$mi sinte$sis. Narkotika alami 

me$rupakan je$nis narkotika yang masih alami, be$rasal dari tumbuhan dan 

be$lum me$ngalami pe$ncampuran dari bahan-bahan lainnya atau 

pe$ngolahan de$ngan me$nggunakan te$knologi yang canggih. Ada dua je$nis 

narkotika yang be$rasal dari tumbuhan yaitu: 

a. Ganja (Mariyuana) 

 Ganja me$rupakan tumbuhan yang be$rsumbe$r dari je$nis 

tanaman cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ame$ricana, dari 

ke$tiga je$nis ganja te$rse$but, masing me$mpunyai jumlah kandungan 

te$trahydocannabinol (THC) yang be$ragam. Kandungan THC 

te$rse$but yang me$ngakibatkan se$se$orang akan me$ngalami psioaktif 

yang me$mbahayakan. Se$se$orang yang me$nggunakan mariyuana 

de$ngan dosis yang re$ndah akan me$ngalami e$fe$k hilaritas (be$rbuat 

gaduh), e$uphoria, tidak me$mahami pe$rubahan pe$rse$psi ruang dan 

waktu, tidak mampu be$rkoordinasi, le$mahnya pe$ngingatan, ke$pe$kaan 

visual re$ndah dan be$rhalusinasi, me$ngalami gangguan pada 

pe$rnafasan dan paru-paru. Namun se$se$orang yang me$nggunakan 

                                                           
 47 Muhammad Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2022): 82. 
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mariyuan dalam dosis tinggi, maka pe$ngguna akan me$ngalami ilusi 

de$lusi, te$rte$kan, linglung, halusinasi dan me$nimbulkan rasa takut 

yang be$rle$bihan (psikotik). 

b. Opium  

 Opium atau candu atau lazimnya juga dise$but poppy be$rasal 

dari ge$tah yang me$rupakan bahan baku narkotika yang be$rasal dari 

buah candu (papave$r somnife$rum atau pae$oniflorum) yang be$lum 

masak. Opium adalah salah satu dari dua je$nis tumbuhan yang dapat 

me$mbuat morfin (morphine$) dan satu-satunya se$cara aktif ditanam 

untuk me$mproduksi obat-obatan. Di dalam opium te$rdapat unsur 

kimia se$pe$rti alkaloida yang ada pada tanaman yang dapat 

me$nggabungkan unsur nitroge$n de$ngan unsur lainnya. Se$lain itu, 

tanaman ini me$mpunyai be$rbagai macam racun, stimulan dan dapat 

me$nghilangkan rasa sakit.48 

 Je$nis narkotika se$lanjutnya adalah narkotika se$mi sinte$sis. 

Narkotika se$mi sinte$sis adalah salah satu be$ntuk narkotika alami yang 

diolah se$de$mikian rupa dan dipisahkan kandungan adiktifnya se$hingga 

me$mpunyai khasiat dan dapat be$rmanfaat bagi ilmu ke$dokte$ran untuk 

me$nolong masyarakat. Narkotika se$mi sinte$sis yang dikonsumsi se$cara 

ile$gal ole$h masyarakat be$rje$nis morfin. 

 Morfin adalah alkaloid analge$sik yang be$rasal dari opium yang 

me$mpunyai pe$ngaruh sangat kuat. Umumnya morfin be$rasal dari 

                                                           
 48 Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: 71. 
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kandungan opium se$banyak 10%. Apabila dilihat dari te$ksturnya, morfin 

be$rbe$ntuk te$pung halus, warnanya putih, rasanya pahit dan ada juga 

dalam be$ntuk cairan be$rwarna. Biasanya, cara me$nggunakannya de$ngan 

me$nghisap dan me$nyuntikkan ke$dalam tubuh pe$ngguna. Sifat morfin 

yaitu analge$sik morfin yang be$rfungsi me$nghilangkan pada rasa sakit 

se$cara te$rputus-putus dan batasnya tidak je$las. Morfin dapat me$nghambat 

pusat pe$rnafasan se$hingga me$nye$babkan pe$rnapasan te$rhambat. Se$lain 

itu morfin juga me$nye$babkan ke$jang abdominal, muka me$me$rah dan 

gatal te$rutama dise$kitar hidungkan kare$na morfin dapat me$nghambat 

ge$rakan pe$ristaltik.49 

 Je$nis narkotika sinte$sis me$rupakan je$nis narkotika yang diolah 

dari bahan kimia dan dapat dipakai untuk pe$ngobatan te$rhadap pe$ngguna 

yang sampai pada ke$adaan ke$te$rgantuangan narkoba. Narkotika sinte$sis 

dapat digunakan se$bagi pe$ngganti be$rsifat te$mpore$ri untuk re$habilitasi 

se$hingga pe$candu narkotika dapat me$nghe$ntikan ke$te$rgantungannya 

se$cara be$rtahap. Ada be$be$rapa je$nis narkotika sinte$sis yang be$re$dar dan 

dikonsumsi, diantaranya adalah: 

a. Sabu (Amfe$tamin) 

 Amfe$tamin me$rupakan ke$lompok obat psikoaktif sinte$sis 

yang me$me$ngaruhi siste$m saraf pusat. Be$be$rapa je$nis obat yang 

te$rmasuk ke$dalam je$nis amfe$tamin adalah amfe$tamin, me$tamfe$tamin, 

dan me$tile$ndioksime$tamfe$tamin. Te$kstur amfe$tamin se$pe$rti bubuk 

                                                           
 49 Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: 73. 
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putih, kuning, coke$lat atau bubuk putih kristal ke$cil. Di Indone$sia 

umumnya be$rbe$ntuk butiran kristal putih dan le$bih dike$nal de$ngan 

sabu-sabu. Apabila se$se$orang me$ngonsumsi amfe$tamin, maka 

se$se$orang akan me$rasakan e$ne$rgik dan pe$rcaya diri se$cra be$rle$bihan 

dan me$rasa se$jahte$ra. 

 Cara me$ngkonsumsi sabu-sabu me$ngkonsumsinya de$ngan 

cara me$mbakarnya me$nggunakan aluminium foil untuk me$mbuatnya 

me$ngalir dari satu sisi ke$ sisi yang lain. Ke$mudian asap yang te$rcipta 

te$rse$but dihirup de$ngan se$buah bong (se$je$nis pipa yang te$risi air 

didalamnya). Air bong be$rfungsi se$bagai filte$r saring saat me$le$wati 

air dalam pipa te$rse$but. Namun ada be$be$rapa pe$nggunanya yang 

me$milih untuk me$mbakar sabu de$ngan tabung kaca kare$na khawatir 

akan ke$mungkinan e$fe$k jangka panjang yang ditimbulkan aluminium 

foil yang ikut te$rhirup te$rse$but. 

b. E$kstasi (MDMA) 

 MDMA (me$thyle$ne$dioxyi-N-me$thylamphe$tamine$) atau 

dise$but juga de$ngan istilah e$kstasi. E$kstasi biasanya dikonsumsi 

se$bagai obat re$kre$asi me$ngakibatkan pe$nggunanya me$njadi sangat 

aktif. Dampak ne$gatif bagi pe$nggunanya ialah me$ngakibatkan 

de$hidrasi ke$tika pe$ngguna lupa minum air. E$kstasi adalah se$nyawa 

kimia e$ntactoge$n psyche$de$lic se$misinte$tic dari ke$lompok 

phe$ne$tylamine$ yang dampaknya sangat ringan dibandingkan de$ngan 

narkotika lainnya. Me$thyle$ne$dioxyi me$thylamphe$tamine$ me$mpunyai 



54 
 

 
 

se$nyawa kimia dan pe$ngaruh yang hampir sama de$ngan amfe$tamin 

dan halusinoge$n. Be$ntuk e$kstasi table$t be$rwarna-warni de$ngan 

ukuran dan be$ntuk yang be$rbe$da-be$da. Ada juga e$kstasi be$rbe$ntuk 

se$rbuk, bubuk, atau kapsul. 

 Dampak utama MDMA adalah me$ningkatkan ke$pe$kaan 

ke$sadaran indra, pe$rasaan te$rbuka, e$uforia, e$mpati, cinta, stabilitas 

me$ntal, dan me$ningkatkan ke$agre$sifan. Se$nsasi taktil yang 

dihasilkan dari e$kstasi me$mbuat kontak fisik de$ngan orang lain le$bih 

nyaman dan se$nsasional. Walaupun pe$candu tidak lagi me$nggunakan 

e$kstasi se$lama 6 bulan te$tapi pe$ngaruhnya masih ada te$rhadap 

me$ntal pe$ngguna. Hal ini be$rmakna, ke$rusakan yang diakibatkan 

e$kstasi be$rsifat jangka panjang dan tidak dapat dipe$rbaiki, bahkan 

e$kstasi bisa me$ngakibatkan ke$matian.50 

c. Cocain 

 Cocain adalah suatu alkloida yang be$rsal dari daun 

e$rythrxylum coca lam. Kokain salah satu je$nis narkoba yang 

me$mpunyai dampak stimulan. Zat yang te$kandung dalam kokain 

dapat digunakan untuk me$mbius dan dapat me$rangsang jaringan otak 

bagian se$ntral. Se$se$orang yang me$ngonsumsi kokain dapat 

me$rangsang untuk te$rus be$rbicara. Ge$lisah, ge$mbira yang be$rujung 

pada ke$gaduhan. Jantung be$rde$tak de$ngan ke$ncang, de$mam tinggi, 

pe$rut mual, dan muntah. 

                                                           
 50 Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: 76. 
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 Be$ntuk dan macam kokain yang be$re$dar dan te$rdapat dalam 

pe$rdagangan ge$lap antara lain cairan be$rwarna putih atau tanpa 

warna. Kristal be$rwarna putih se$pe$rti dammar (ge$tah pe$rca), bubuk 

putih se$pe$rti te$pung dan table$t be$rwarna putih kokain se$ring 

digunakan de$ngan cara dihisap atau dihirup le$wat inhalasi, dan 

kokain itu diabsorpsi le$wat mukosa hidung dan masuk ke$dalam 

darah dan ce$pat didistribusikan ke$dalam otak.  

d. He$roin 

 He$roin adalah se$rbuk kristal putih yang be$rasal dari morfin 

se$hingga e$fe$k candu yang dihasilkan sangat kuat (C2H23O5N). 

Pe$ngguna he$roin dilarutkan de$ngan air, disaring de$ngan kapas dan 

disuntukkan ke$ inte$rve$na (pe$mbuluh darah) atau subkutan (bawah 

kulit). Se$lain cara de$mikian, cara yang be$rbahanya de$ngan cara 

me$larutkan he$roin ke$dalam air ke$mudian dihisap atau dise$dot.51 

e. Putaw 

 Kandungan putau adalah alkohol te$tapi pe$candu narkoba 

me$nye$butkan je$nis he$roin yang masih se$rumpun atau dijuluki putaw. 

Pe$rbe$daan pe$ngguna putaw de$ngan he$roin atau morfin adalah orang 

yang me$ngonsumsi putaw akan me$rasakan gatal-gatal te$rutama pada 

bagian kulit. Muka dan hidung, se$dangkan pe$ngguna he$roin atau 

morfin tidak me$rasakan hal de$mikian. 

                                                           
 51 Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: 78. 
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 Cara pe$nggunaan putaw dihisap me$lalui hidung, dipanaskan 

atau dibakar diatas ke$rtas timah dan asapnya dihirup (chasing te$h 

dragon) dan bisa juga dipakai de$ngan cara me$ngirup me$lalui lubang 

hidung (sniffing). Se$lain itu, putaw juga digunakan de$ngan cara 

me$nyuntik ke$dalam pe$mbuluh darah. E$fe$k putaw adalah pe$ngguna 

me$rasakan ngantuk be$rat dan mood  yang tidak stabil. Pe$ngguna 

putaw se$cara be$rke$lanjutan akan me$nimbulkan e$fe$k candu baik 

ke$canduan se$cara fisik (sakau) maupun se$cara psikologis untuk 

me$makainnya lagi. 

f. Katinon 

 Se$cara me$dik, katinon dike$nal de$ngan istilah chatinone$ yang 

se$nyawa kimianya dan e$fe$knya mirip amfe$tamin yang me$miliki e$fe$k 

samping yang be$rbahanya. Zat katinon me$miliki e$fe$k dan ke$kuatan 

le$bih tinggi dibandingkan de$ngan zat alami lainnya. Be$ntuk katinon 

sinte$sis se$rbuk kristal putih atau ke$coke$latan yang dike$mas di dalam 

kaspul dan dapat dibe$ntuk table$t. Me$nurut konve$nsi PBB tahun 

1971, katinon dike$lompokkan ke$ dalam Golongan 1 zat-zat 

psikotropika. Se$lanjutnya chatinone$ yang be$rasal dari tumbuhan   

khat diklasifikasikan ke$dalam Golongan III, namun chatinone$ 

sinte$sis diklasifikasikan ke$ dalam Golongan IV. Di Indone$sia, 

katinon dikate$gorikan se$bagai Narkotika Golongan I dalam Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, urutan ke$tiga 

dalam lampiran undang-undang te$rse$but.52 

3. Je$nis Je$nis Tindak Pidana Narkotika 

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, 

me$ne$ntukan bahwa narkotika hanya bisa digunakan untuk ke$pe$ntingan 

pe$layanan me$dis dan/atau pe$ne$litian untuk me$nge$mbangkan ilmu dan 

te$knologi ke$dokte$ran. Be$rdasarkan ke$te$ntuan ini, narkotika me$rupakan 

hal yang bole$h digunakan atau dimanfaatkan se$panjang pe$nggunaan atau 

pe$manfaatannya itu untuk ke$pe$ntingan pe$layanan ke$se$hatan, atau untuk 

pe$ne$litian yang be$rtujuan me$ngambangkan ilmu pe$nge$tahuan dan 

te$knologi dibidang ke$se$hatan.53 

 Tindak pidana narkotika dapat diartikan de$ngan suatu pe$rbuatan 

yang me$langgar apabila narkotika digunakan se$cara ile$gal. Dalam 

undang undang narkotika, je$nis-je$nis ke$jahatan narkotika  yang dike$nal 

pada umumnya, misalnya pe$nyalahgunaan atau me$le$bihi dosis, 

pe$nge$dran narkotika, dan jual be$li narkotika. 

 Ke$jahatan narkotika se$makin me$nunjukkan pe$rke$mbangan yang 

sangat pe$sat. Bukan hanya pe$makaiannya yang sangat me$mpe$rhatinkan, 

te$tapi juga industri se$cara ge$lap te$rhadap narkotika. Ke$jahatan 

me$rupakan salah satu be$ntuk dari pe$rilaku me$nyimpang yang se$lalu 

me$le$kat pada tiap be$ntuk masyarakat yang tidak pe$rnah se$pi dari 

                                                           
 52 Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: 81. 

 53 Karina Octavia Sembiring, Bayu Fahruraji Putra, dan Rahmayanti, “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika  jenis Shabu (Putusan Nomor 

119/PID.SUS/2017/PN.MDN),” Jurnal Rectum 1, no. 1 (2019): 98. 
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ke$jahatan. Pe$rilaku me$nyimpang itu me$rupakan suatu ancaman yang 

nyata. Se$cara ancaman dari norma-norma sosial yang me$ndasari 

ke$hidupan atau ke$te$ratuaran sosial. Hal ini dapat me$nimbulkan 

ke$te$gangan individu maupun ke$te$gangan-ke$te$gangan sosial dan 

me$rupakan ancaman yang nyata atau pote$nsial bagi be$rlangsungnya 

ke$te$rtiban sosial.54 

 Ketetuan KUHP yang baru mencakup pengaturan tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, di maa tindak pidana ini 

dikenai sanksi berat bagi pengedar dan pengguna narkotika, tetapi juga 

memberikan ruang bagi rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai 

alternatif penjara. KUHP baru dilaksanakan lebih mengutaman keadilan 

restoratif. Hal ini berarti pemidanaan tidak lagi berorientasi pada aspek 

penghukuman semata. Tetapi lebih pada keadilan restoratif, rehabilitasi 

dan lain-lain sebagainnya. Sementara dalam KUHP lama tidak mengatur 

secara spesifik penyalahgunaan Narkotika dan Psikotripoka karena 

regulasi terkait ini umumnya berada di luar KUHP, hanya ada dalam 

undang-undang khusus. 

 Pada umumnya atau se$bagian be$sar tindak pidana me$nurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, me$rupakan 

tindak pidana pe$nyalahgunaan narkotika, yakni pe$nyalahgunaan orang-

orang tidak be$rhak, tidak be$rwe$nang. Pe$rmasalahan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang le$bih me$ngancam tindak pidana 

                                                           
 54 Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana 

Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, 

no. 3 (2019): 342. 
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pe$nyalalahgunaan narkotika, pe$laku transaksi, pe$nye$dia, dan lain 

se$bagainnya adalah orang-orang dalam kondisi se$hat, tidak sakit. 

Didalam Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, 

pe$rbuatan-pe$rbuatan yang dinyatakan se$bagai tindak pidana yang umum 

dike$nal antara lain se$bagai be$rikut: 

a. Produksi dan pe$nge$daran narkotika 

1) Pasal 113: Me$ngatur larangan me$mproduksi, me$ngolah, atau 

me$nge$kstraksi Narkotika Golongan I dan II tanpa izin. 

2) Pasal 114: Me$ngatur pe$rbuatan me$nawarkan untuk dijual, 

me$njual, me$mbe$li, me$njadi pe$rantara dalam jual be$li, me$nukar, 

atau me$nye$rahkan Narkotika Golongan I. 

b. Pe$rdagangan dan pe$re$daran ge$lap narkotika 

1) Pasal 115: Me$larang pe$rbuatan me$mbawa, me$ngirim, 

me$ngangkut, atau me$ntransito Narkotika Golongan I tanpa izin. 

2) Pasal 116: Me$ngatur ke$pe$milikan atau pe$nguasaan Narkotika 

Golongan I atau II se$cara ile$gal. 

c. Pe$nggunaan narkotika tanpa izin 

 Pasal 127: Me$ngatur ke$te$ntuan pidana bagi pe$ngguna 

Narkotika Golongan I, II, dan III yang me$nggunakan tanpa izin dan 

tidak se$suai pe$runtukan me$dis. 

d. Ke$pe$milikan atau pe$nyimpanan narkotika tanpa izin 
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 Pasal 112: Me$larang pe$nyimpanan, ke$pe$milikan, atau 

pe$nguasaan Narkotika Golongan I tanpa izin, de$ngan ancaman 

pidana be$rat. 

e. Pe$nye$lundupan narkotika 

 Pasal 113 ayat (1) dan (2): Me$ngatur sanksi pidana bagi yang 

me$mbawa narkotika lintas batas atau me$nye$lundupkannya se$cara 

ile$gal. 

f. Pe$nyalahgunaan fasilitas atau we$we$nang untuk narkotika 

 Pasal 128: Me$ngatur sanksi bagi pe$tugas atau pe$jabat yang 

me$nyalahgunakan we$we$nangnya untuk pe$re$daran narkotika. 

g. Me$nghasut atau me$ngajak orang lain untuk me$lakukan tindak pidana 

narkotika 

 Pasal 131: Me$ngatur tindak pidana bagi siapa pun yang 

me$ngajak, me$ndorong, atau me$me$ngaruhi orang lain untuk 

me$nggunakan narkotika se$cara ile$gal. 

h. Ke$te$rlibatan dalam organisasi atau jaringan pe$re$daran narkotika 

 Pasal 132: Me$ngatur sanksi bagi orang yang be$ke$rja sama, 

be$rse$kongkol, atau te$rlibat dalam sindikat narkotika.55 

                                                           
 55 Ketut Wira Bhuana, “Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang NO. 35 Tahun 2009,” Jurnal Kertha Semaya, 10, no. 3 (2022): 555. 
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BAB III 

DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN HAKIM 

A. Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks 

 Pe$rkara tindak pidana narkotika pada putusan ini te$rjadi di 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri Be$kasi de$ngan nomor pe$rkara 687/Pid.Sus/2020/PN Bks 

de$ngan te$rdakwa atas nama Angga Finde$lla Noe$rpratama als Black Bin 

Lusfiady. Ia lahir di Jakarta pada 5 de$se$mbe$r 1990, dan be$rusia 29 Tahun 

pada saat kasus ini be$rlangsung. Te$rdakwa be$rje$nis ke$lamin laki-laki, 

be$rke$bangsaan Indone$sia, dan be$ragama Islam. Te$mpat tinggalnya be$rada di 

Kp. Bugis RT 004 RW 03 Ke$l. Ce$mpaka Baru, Ke$c. Ke$mayoran, Jakarta 

Pusat. Dalam ke$se$hariannya, ia be$ke$rja se$bagai karyawan swasta. Se$lama 

prose$s pe$rsidangan, Angga Finde$lla Noe$rpratama didampingi ole$h tim 

pe$nasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indone$sia. 

 Kasus dalam putusan ini be$rawal ke$tika te$rdakwa Angga Finde$lla 

Noe$rpratama alias Black, pada 18  Juni 2020 se$kitar pukul 16.00 WIB, 

me$nghubungi se$se$orang be$rnama Andi (DPO) me$lalui aplikasi WhatsApp 

untuk me$me$san narkotika je$nis sabu. Andi me$minta te$rdakwa be$rte$mu di 

dae$rah Rajawali, Pade$mangan, Jakarta Utara. Pukul 21.30 WIB, te$rdakwa 

be$rte$mu Andi dan me$mbe$rikan uang RP. 350.000 se$bagai pe$mbayaran, lalu 

me$nunggu di Alfamart te$rde$kat hingga Sdr. Uut (juga dalam DPO) 

me$nye$rahkan sabu ke$pada te$rdakwa, yang disimpan te$rdakwa di dalam 

mulutnya. 
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 Ke$mudian, te$rdakwa me$nuju Kranji, Be$kasi Barat. Di sana, pada 

pukul 23.00 WIB, ia didatangai ole$h anggota ke$polisian dari polse$k Me$dan 

Satria, Zonalfian dan Dwi Fe$riyanto, yang me$ndapatkan informasi 

masyarakat te$ntang dugaan transaksi narkotika di lokasi te$rse$but. Saat 

dilakukan pe$ngge$le$dahan, pe$tugas me$ne$mukan satu bungkus plastik klip 

be$risi sabu dalam mulut te$rdakwa. Te$rdakwa lalu dibawa ke$ Polse$k Me$dan 

Satria untuk pe$me$riksaan le$bih lanjut. 

 Dalam pe$rsidangan, te$rdakwa me$ngakui bahwa ia me$mbe$li sabu 

untuk dikonsumsi se$ndiri dan tidak me$miliki izin dari pihak yang be$rwe$nang. 

De$ngan barang bukti yang diajukan be$rupa 1 (satu) bungkus klip be$ning yang 

di dalamnya te$rdapat 1 (satu) bungkus klip be$ning yang be$risikan narkotika 

janis sabu de$ngan be$rat brutto ± 0,38 gram (ne$tto 0,0150 gram), sisa barang 

bukti se$te$lah pe$me$riksaan adalah 1 (satu) bungkus klip be$risikan kristal 

me$tamfe$tamina de$ngan be$rat ne$tto 0,0015 gram. 

 Pe$nuntut umum me$ndakwa te$rdakwa Angga Finde$lla Noe$rpratama 

alias Black de$ngan dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, 

te$rdakwa me$langgar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 te$ntang Narkotika, yang me$ngatur me$nge$nai pe$rbuatan me$nawarkan 

untuk dijual, me$njual, me$mbe$li, me$ne$rima, me$njadi pe$rantara dalam jual be$li, 

me$nukar, atau me$nye$rahkan Narkotika Golongan I tanpa hak atau me$lawan 

hukum. Jika dakwaan primair tidak te$rbukti, te$rdakwa didakwa de$ngan 

dakwaan subsidair yang me$langgar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang Narkotika, yang me$ngatur me$nge$nai 
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pe$rbuatan me$miliki, me$nyimpan, me$nguasai, atau me$nye$diakan Narkotika 

Golongan  I bukan tanaman tanpa hak dan me$lawan hukum. 

 Be$rdasarkan pe$mbuktian di pe$rsidangan, Pe$nuntut Umum me$minta 

maje$lis hakim untuk me$nyatakan te$rdakwa be$rsalah dan me$njatuhkan 

hukuman pidana be$rupa pidana pe$njara se$lama 7 (tujuh) tahun 6 (e$nam) bulan 

de$ngan dikurangi se$lama te$rdakwa be$rada dalam tahanan se$me$ntara dan 

pidana de$nda se$be$sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 

(e$nam) bulan pe$njara. Jaksa juga me$nuntut agar te$rdakwa te$tap ditahan dan 

barang bukti be$rupa narkotika je$nis sabu dimusnahkan. 

 Bahwa ole$h kare$na te$rdakwa te$lah didakwa ole$h pe$nuntut umum 

de$ngan dakwaan subsidairitas, maka maje$lis hakim akan me$mpe$rtimbangkan 

te$rle$bih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak te$rbukti 

maka untuk dakwaan subsidair tidak pe$rlu dipe$rtimbangkan lagi, namun 

apabila dakwaan primair tidak te$rbukti se$lanjutnya akan dipe$rtimbangkan 

dakwaan subsidair. 

 Dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, maje$lis hakim 

me$mpe$rtimbangkan be$rbagai aspe$k hukum dan fakta-fakta yang te$rungkap di 

pe$rsidangan se$be$lum me$njatuhkan putusan te$rhadap te$rdakwa, Angga 

Finde$lla Noe$rpratama alias Black. Yang pada pokoknya hakim 

me$mpe$rtimbangkan se$bagai be$rikut: 

1. Unsur se$tiap orang 

 Hakim me$nyatakan bahwa unsur ini te$lah te$rpe$nuhi kare$na 

te$rdakwa adalah individu yang dapat dimintai pe$rtanggungjawaban 
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pidana. Ide$ntits te$rdakwa se$suai de$ngan yang te$rcantum dalam surat 

dakwaan. 

2. Unsur tanpa hak atau me$lawan hukum 

 Maje$lis hakim me$ne$gaskan bahwa te$rdakwa tidak me$miliki izin 

dari pihak yang be$rwe$nang untuk me$miliki atau me$nggunakan narkotika. 

Be$rdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

te$ntang Narkotika, pe$ngguna Narkotika Golongan I untuk tujuan se$lain 

pe$nge$mbangan ilmu pe$nge$tahuan atau te$knologi adalah ile$gal. Hakim 

me$nyimpulkan bahwa unsur ini juga te$lah te$rpe$nuhi. 

3. Unsur dalam dakwaan primair: me$nawarkan, me$njual, atau me$nye$rahkan 

narkotika 

 Hakim me$nyatakan bahwa te$rdakwa saat ditangkap tidak se$dang 

transaksi narkotika je$nis sabu, be$rdasarkan hal- hal te$rse$but maka Maje$lis 

Hakim be$rke$simpulan bahwa unsur ini tidak te$rpe$nuhi, dan dakwaan 

primair dinyatakan tidak te$rbukti.  

4. Unsur dalam dakwaan subsidair: me$miliki me$nyimpan, atau me$ngusasi 

narkotika 

 Dalam dakwaan subsidair, bahwa se$suai fakta hukum te$rdakwa 

te$rbukti te$lah me$milii 1 (satu) bungkus plastik klip be$ning be$risikan 

narkotika janis sabu yang dite$mukan di dalam mulut te$rdakwa. De$ngan 

de$mikian Maje$lis Hakim be$rke$simpulan bahwa unsur ini te$lah te$rbukti 

se$cara sah dan me$yakinkan me$nurut hukum. 

 



65 
 

 
 

5. Fakta yang me$ringankan dan me$mbe$ratkan 

 Hakim me$mpe$rtimbangkan bahwa te$rdakwa be$rsikap sopan di 

pe$rsidangan, me$nye$sali pe$rbuatannya se$rta be$rjanji tidak akan 

me$ngulanginya se$rta te$rdakwa se$be$lumnya be$lum pe$rnah di dihukum, 

yang me$njadi faktor yang me$ringankan. Namum, pe$rbuatan te$rdakwa 

tidak me$ndukung program pe$me$rintah dalam me$mbe$rantas narkotika, 

yang me$njadi faktor pe$mbe$rat. 

 Be$rdasarkan pe$rtimbangan te$rse$but, maje$lis hakim me$nyatakan 

te$rdakwa be$rsalah me$langgar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 te$ntang Narkotika. De$ngan de$mikian, Maje$lis Hakim me$njatuhkan 

putusan se$bagai be$rikut: 

1. Me$nyatakan te$rdakwa Angga Finde$lla Noe$rpratama als Black Bin 

Lusfiady tidak te$rbukti se$cara sah dan me$nyakinkan be$rsalah me$lakukan 

tindak pidana se$bagaimana dalam dakwaan primair; 

2. Me$mbe$baskan te$rdakwa Angga Finde$lla Noe$rpratama als Black Bin 

Lusfiady ole$h kare$nanya dari dakwaan primair; 

3. Me$nyatakan te$rdakwa Angga Finde$lla Noe$rpratama als Black Bin 

Lusfiady te$rse$but, te$rbukti se$cara sah dan me$nyakinkan be$rsalah 

me$lakukan tindak pidana “Tanpa hak atau me$lawan hukum me$miliki, 

me$nyimpan, me$nguasai atau me$nye$diakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman”; 

4. Me$njatuhkan pidana ke$pada te$rdakwa ole$h kare$na  itu de$ngan pidana 

pe$njawa se$lama 6 (e$nam) tahun, dan pidana de$nda se$be$sar Rp. 
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1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) de$ngan ke$te$ntuan apabila de$nda 

tindak dibayar diganti de$ngan pidana pe$njara se$lama 2 (dua) bulan; 

5. Me$ne$tapkan masa pe$nangkapan dan pe$nahanan yang te$lah dijalani 

te$rdakwa dikurangkan se$luruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

6. Me$ne$tapka te$rdakwa te$tap be$rada dalam tahanan; 

7. Me$ne$tapkan barang bukti be$rupa: 

1 (satu) bungkus palstik be$ning yang didalmnya te$rdapat 1 (satu) 

bungkus palstik klip be$ning yang be$risikan narkotika je$nis sabu de$ngan 

be$rat brutto ± o,38 gram (ne$tto 0,0150 gram), sisa barang bukti se$te$lah 

pe$me$riksaan adalah 1 (satu) bungkus klip be$risikan kristal 

me$tamfe$tamina de$ngan be$rat ne$tto 0,0015 gram, dirampas untuk 

dimusnahkan; 

8. Me$mbe$bankan te$rdakwa me$mbayar biaya pe$rkara se$be$sar Rp. 5.000,- 

(lima ribu rupiah). 

B. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks 

 Pe$rkara tindak pidana narkotika pada putusan ini te$rjadi di 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri Be$kasi de$ngan nomor pe$rkara 748/Pid.Sus/2021/PN Bks 

de$ngan te$rdakwa atas nama Saiful Bahri alias Ipul Bin Junae$di. Ia lahir di 

Be$kasi pada 29 Fe$bruari 1991, dan be$rusia 30 Tahun pada saat kasus ini 

be$rlangsung. Te$rdakwa be$rje$nis ke$lamin laki-laki, be$rke$bangsaan Indone$sia, 

dan be$ragama Islam. Te$mpat tinggalnya be$rada di Kampung Rawa Roko RT 

03 RW 05 Ke$lurahan Bojong Rawalumbu, Ke$c. Rawalumbu, Be$kasi. Dalam 

ke$se$hariannya, ia be$ke$rja se$bagai wiraswasta. Se$lama prose$s pe$rsidangan, 
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Angga Finde$lla Noe$rpratama didampingi ole$h tim pe$nasihat hukum dari 

Yayasan Le$mbaga Bantuan Hukum Pe$juang Te$gaknya Inte$gritas Hukum 

YLBH Putih . 

 Kronologi kasus dalam putusan ini be$rmula ke$tika te$rdakwa Saiful 

Bahri alisa Ipul, me$nghubungi se$se$orang be$rnama Shakip alias Tosi (DPO) 

me$lalui aplikasi WhatsApp untuk me$me$san narkotika je$nis sabu. Se$kitar jam 

24.00 WIB te$rdakwa sampai di Pombe$nsin dae$rah Cibitung de$kat trotoar 

me$ngambil bungkus Momogi dan dibawa pulang ke$rumah te$rdakwa. Se$te$lah 

sampai bungkus Momogi yang be$risikan 1 (satu) plastik klip be$ning yang 

be$risi Narkotika Golongan I je$nis sabu de$ngan be$rat brutto 2 gram ke$mudian 

dibagi me$njadi 10 pake$t ukuran ke$cil untuk dijual. 

 Pada hari Se$nin tanggal 30 Agustus 2021 se$kitar pukul 07.00 WIB di 

se$kitar Gudang Plastik Jalan Mukti Sari RT 03 RW 02 ke$lurahan Mustika 

Sari ke$camatn Mustika kota Be$kasi, te$rdakwa ditangkap ole$h anggota Polse$k 

Be$kasi Se$latan, Yuhardi He$ndri dan Mansur, yang me$ndapatkan informasi 

dari masyarakat te$lah te$rjadi tindak pidana pe$nyalahgunaan narkotika. Saat 

ditangkap, polisi me$ne$mukan e$mpat bungkus plastik klip be$risikan klip sabu 

de$ngan be$rat brutto 1,43 gram di ge$nggaman tangan kiri te$rdakwa. 

 Pe$nuntut umum me$ndakwa te$rdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin 

Junae$di de$ngan dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, 

te$rdakwa didakwa me$langgar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 te$ntang Narkotika, yang me$ncakup tindakan tanpa hak atau 

me$lawan hukum me$nawarkan untuk dijual, me$njual, me$mbe$li, me$ne$rima, 
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me$jadi pe$rantara dalam jual be$li, me$nukar atau me$nye$rahkan Narkotika 

Golongan I. Jika dakwaan primair tidak te$rbukti, te$rdakwa didakwa de$ngan 

dakwaan subsidair yang me$langgar Pasal 112 (1) Undang-undang No.35 

Tahun 35 te$ntang Narkotika. Pasal ini me$ngatur te$ntang tindakan tanpa hak 

atau me$lawan hukum me$milki, me$nyimpan, me$nguasai atau me$nye$diakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pe$nuntut umum me$minta hakim untuk 

me$njatuhkan pidana ke$pada Saiful Bahri alias Ipul Bin Junae$di de$ngan pidana 

pe$njara se$lama 6 (e$nam) tahun dan 6 (e$nam) bulan dikurangi se$lama te$rdakwa 

be$rada dalam tahanan de$ngan pe$rintah te$rdakwa te$tap ditahan dan de$nda 

se$be$sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

pe$njara. 

 Bahwa dari ke$te$rangan saksi-sksi dihubungkan de$ngan ke$te$rangan 

te$rdakwa dan barang bukti se$rta bukti yang surat maka dite$mukan fakta-fakta 

hukum se$bagai be$rikut: 

1. Bahwa te$rdakwa ditangkap pada hari Se$nin tanggal 30 Agustus 

2021se$kitar pukul 07.00 wib, be$rte$mpat di gudang plastik jalan Raya 

Muktisari Rt.03, Rw 02 ke$lurahan Mustika ke$camatan Mustika Jaya kota 

be$kasi; 

2. Bahwa se$te$lah dilakukan pe$ngge$le$dahan atas diri te$rdakwa dite$mukan 4 

(e$mpat) bungkus klip be$ning yang be$risikan narkotika je$nis sabu-sabu 

se$be$rat 1,43 gram yang disimpan didalam ge$nggaman te$ngan kiri 

te$rdakwa; 
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3. Bahwa se$te$lah diinte$rogasi, te$rdakwa me$ngaku bahwa barang bukti 

narkotika te$rse$but milik te$rdakwa; 

4. Bahwa te$rdakwa me$mpe$role$h narkotika je$nis sabu te$rse$but dari saudari 

Shakip (DPO) de$ngan cara me$mbe$li se$harga Rp. 2.000.000.- (dua juta 

rupiah) namun dibayar se$te$lah laku; 

5. Bahwa atas barang bukti yang dipe$rlihatkan dipe$rsidangan, te$rdakwa 

me$mbe$narkan; 

6. Bahwa te$rdakwa tidak me$miliki izin dari pihak yang be$rwajib untuk 

me$miliki atau me$nggunakan narkotika je$nis sabu te$rse$but; 

7. Bahwa be$rdasarkan Be$rita Acara Pe$me$riksaan Laboratorium 

Kriminallistik No Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 Se$pte$mbe$r 2021 yang 

dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si, Apt. MM dkk yang pada 

ke$simpulannya me$ne$rangkan: 

8. Bahwa barang bukti be$rupa kristal warna putih adalah be$nar me$ngandung 

me$tamfe$tamina yang te$rdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 61 

Lampiran Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 35 Tahun 2009 

te$ntang Narkotika. 

 Me$nimbang, bahwa dari ke$te$rangan saksi-saksi dihubungkan de$ngan 

ke$te$rangan te$rdakwa dan barang bukti se$rta fakta-fakta hukum yang 

dite$mukan se$lama pe$rsidangan apakah de$ngan de$mikian pe$rbuatan te$rdakwa 

te$lah me$me$nuhi unsur-unsur yang didakwakan ke$padanya. Oleh kare$na hal 

te$rse$but hakim me$mpe$rtimbangakan yang pada pokoknya se$bagai be$rikut: 
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1. Unsur se$tiap orang 

 Hakim me$nyatakan bahwa unsur te$rpe$nuhi kare$na dalam 

pe$rsidangan te$lah diajukan/ dihadapkan se$orang te$rdakwa de$ngan se$gala 

ide$ntitas le$ngkapnya, se$rta te$rdakwa dalam ke$adaan se$hat jasmani dan 

rohani yang mampu me$mpe$rtanggungjawabkan atas se$gala pe$rbuatannya. 

2. Unsur tanpa hak atau me$lawan hukum 

 Te$rdakwa te$rhadap ke$pe$milikan atas Narkotika Golongan I tidak 

me$mpunyai ijin dari pe$jabat yang be$rwe$nang untuk me$nguasai narkotika 

te$rse$but, se$hingga Maje$lis Hakim be$rpe$ndapat dan be$rke$yakinan bahwa 

unsur tanpa hak atau me$lawan hukum te$lah te$rbukti dan te$rpe$nuhi. 

3. Unsur  dakwaan primair: me$nawarkan untuk dijual, me$njual, me$mbe$li, 

me$ne$rima, me$njadi pe$rantara dalam jual be$li, me$nukar atau me$nye$rahkan 

Narkotika Golongan I 

 Dalam pe$rsidangan, bahwa saudari te$rdakwa me$mpe$role$h 

narkotika dari Shakip (DPO) se$bagai  tidak dapat di hadirkan dan juga 

uang yang se$bagai sarana untuk me$mbe$li juga tidak ada diajukan se$bagai 

barang bukti se$hingga Maje$lis Hakim be$rpe$ndapat dan be$rke$yakinan 

bahwa unsur  me$nawarkan untuk dijual, me$njual, me$mbe$li, me$ne$rima, 

me$njadi pe$rantara dalam jual be$li, me$nukar atau me$nye$rahkan Narkotika 

Golongan I tidak te$rbukti dan te$rpe$nuhi. 

4. Unsur dakwaan subsidair: me$miliki, me$nyimpan, me$nguasai atau 

me$nye$diakan Narkotika Golongan I dalam be$ntuk bukan tanaman 
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 Dari ke$te$rangan saksi-saksi dan te$rdakwa se$rta Be$rita Acara 

laboratorie$s se$rta bukti bahwa pada saat te$rdakwa ditangkap dite$mukan 4 

(e$mpat) bungkus plastik klip be$ning yang be$risikan narkotika je$nis sabu-

sabu yang disimpan di dalam ge$nggaman tangan kiri te$rdakwa dan sabu-

sabu te$rse$but adalah milik te$rdakwa se$hingga Maje$lis Hakim 

be$rpe$ndapat dan be$rke$yakinan bahwa unsur me$miliki, me$nyimpan, 

me$nguasai atau me$nye$diakan Narkotika Golongan I dalam be$ntuk bukan 

tanaman te$lah te$rbukti dan te$rpe$nuhi. 

5. Fakta me$ringankan dan me$mbe$ratkan 

 Dalam pe$rsidangan te$rdakwa be$rsikap sopan se$rta me$ngakui te$rus 

te$rang, me$nye$sali pe$rbuatannya dan be$rjanji tidak akan me$ngulangi lagi, 

dan te$rdakwa se$be$lumnya be$lum pe$rnah dihukum. Hal te$rse$but me$njadi 

faktor yang dapat me$ringankan. Namun, pe$rbuatan te$rdakwa dapat 

me$re$sahkan masyarakat dan tidak me$ndukung pe$me$rintahan yang lagi 

giat-giatnya me$mbe$rantas narkotika, hal te$rse$but yang me$najadi faktor 

pe$mbe$rat. 

 Be$rdasarkan pe$rtimbangana te$rse$but, maje$lis hakim me$nyatakan 

te$rdakwa be$rsalah me$langgar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 te$ntang Narkotika. De$ngan de$mikian, Maje$lis Hakim me$njatuhkan 

putusan se$bagai be$rikut: 

1. Me$nyatakan te$rdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junae$di te$rse$but tidak 

te$rbukti se$cra sah dan me$nyakinkan be$rsalah me$lakukan tindak pidana 

se$bagaimana didakwaan dalam dakwaan primair; 
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2. Me$mbe$baskan te$rdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junae$di ole$h kare$na itu 

dari dakwaan primair te$rse$but; 

3. Me$nyatakan te$rdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junae$di te$rse$but te$lah 

te$rbukti se$cara sah dan me$nyakinkan be$rsalah me$lakuakan tindak pidana 

tanpa hak atau me$lawan hukum me$miliki atau me$nyimpan Narkotika 

Golongan I dalam be$ntuk bukan tanaman; 

4. Me$njatuhkan te$rdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junae$di ole$h kare$na itu 

de$ngan pidan pe$njara se$lama 5 (lima) tahun dan 6 (e$nam) bulan, de$nda 

se$be$sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika de$nda tidak 

dibayar diganti de$ngan hukuman pe$njara se$lama 3 (tiga) bulan; 

5. Me$ne$tapkan agar masa pe$nangkapan dan pe$nahanan yang te$lah dijalani 

ole$h te$rdakwa akan dikurangkan se$luruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

6. Me$ne$tapkan agar te$rdakwa te$tap ditahan; 

7. Me$ne$tapakan barang bukti be$rupa: 

4 (e$mpat) bungkus plastik be$ning yang be$risikan narkotika je$nis sabu-sabu 

se$be$rat 1,43 gram, dirampas untuk dimusnahkan; 

8. Me$mbe$bankan te$rdakwa untuk me$mbayar biaya pe$rkara se$be$sar Rp. 

5.000,- (lima ribu rupiah). 
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BAB IV 

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Pemidanaan Pada 

Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks 

 Hakim me$miliki tugas utama untuk me$ngadili pe$rkara pidana me$lalui 

prose$s yuridis. Dalam prose$s ini, hakim be$rpe$ran dalam pe$mbe$ntukan hukum 

bukan de$ngan cara obje$ktif se$pe$rti yang dilakukan pe$mbuat undang-undang 

se$cara abstrak, me$lainkan de$ngan me$ne$rapkan ke$te$ntuan undang-undang 

ke$dalam kasus nyata. Dalam me$ngadili pe$rkara pidana, hakim pe$rlu 

me$nte$rje$mahkan te$ks undang-undang yang sifatnya umum dan abstrak ke$ 

dalam situasi konkre$t, yang me$libatkan ke$giatan me$mbaca dan me$nafsirkan 

undang-undang agar se$suai de$ngan kasus yang dihadapi. Prose$s 

pe$ne$rje$mahan ini me$nunjukkan aspe$k pe$nafsiran hukum ole$h hakim, di mana 

hakim me$miliki ke$be$basan dalam me$mutuskan, kare$na ke$putusan hakim 

tidak se$ke$dar pe$ne$rapan aturan hukum te$tapi juga bagaimana me$mahami 

hukum dalam konte$ks situasi yang dihadapinya. 

 Ke$kuasaan ke$hakiman me$nurut siste$m ke$tatane$garaan Indone$sia 

adalah ke$kuasaan yang me$rde$ka yang dilakukan ole$h se$buah mahkamah 

Agung dan badan pe$radilan yang di bawahnya, dan ole$h se$buah Mahkamah 

Konstitusi, untuk me$nye$le$nggarakan pe$radilan guna me$ne$gakkan hukum dan 

ke$adilan. Hakim harus me$mliki ke$mandirian dan ke$be$basan pe$nuh dalam 

me$njatuhkan putusan, ia be$bas me$ne$ntukan ke$yakinan dalam dirinya 
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be$rdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di de$pan pe$rsidangan, di luar 

ke$rangka itu tidak bole$h ada hal-hal yang dapat me$mpe$ngaruhi dirinya dalam 

me$njatuhkan putusan. 

 Pe$njatuhan pidana yang dibe$rikan ole$h hakim ke$pada pe$laku tindak 

pidana narkotika be$rbe$da-be$da, kare$na dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 te$ntang Narkotika se$ndiri adanya jarak atau re$ntang sanksi yakni 

batas minimun dan maksimun hukuman yang akan dijatuhkan ke$pada 

te$rdakwa. Se$hingga hakim me$miliki we$we$nang untuk me$ne$ntukan be$rat 

ringannya hukuman. Putusan pidana bukan se$ke$dar formalitas hukum, te$tapi 

me$rupakan instrume$n pe$nting dalam me$wujudkan ke$adilan, pe$nce$gahan 

ke$jahatan. ole$h karena itu, hakim harus hati-hati dalam me$njatuhkan putusan. 

 Ke$dudukan hakim dianggap se$bagai kunci utama dalam ke$be$rhasilan 

pe$ne$gakan konstitusi disuatu ne$gara. Dalam me$njalankan tugasnya, hakim 

tidak hanya be$rtindak se$bagai pe$ne$gak hukum, te$tapi juga se$bagai pe$njaga 

ke$adilan. Ole$h kare$na itu se$tiap putusan harus didasarkan pada analisis yang 

me$ndalam te$rhadap fakta, hukum se$rta nilai-nilai ke$adilan. Pe$rtimbangan 

hakim be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa hukuman yang dijauhkan 

se$imbang, adil, dan se$suai de$ngan pe$rbuatan te$rdakwa. Namun, ke$putusan 

hakim se$ring me$micu pole$mik di masyarakat. Hal ini te$rjadi kare$na adanya 

disparitas dalam ke$putusan hakim ke$tika me$njatuhkan hukuman bagi 

te$rdakwa. Disparitas pidana me$rujuk pada pe$rbe$daan atau ke$tidaksamaan 

dalam pe$mbe$rian hukuman te$rhadapa pe$laku tindak pidana yang se$be$narnya 

me$miliki karakte$ristik atau kasus yang sama. 
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 Be$rdasarkan putusan pe$ngadilan yang dipe$role$h pe$ne$liti di Pe$ngadilan 

Ne$ge$ri Be$kasi, te$rdapat disparitas pidana dalam kasus tindak pidana 

narkotika, se$pe$rti yang ditujukkan pada tabe$l be$rikut. 

Tabe$l 1. Pe$rbe$daan pidana dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks 

dan Putusan 748/Pid.Sus/2021/PN Bks 

No  Uraian  687/Pid.Sus/2020/PN 

Bks 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks 

1. Nama 

Te$rdakwa 

Angga Finde$lla 

Noe$rpratama als Black 

Bin Lusfiady 

Saiful Bahri alias Ipul Bin 

Junae$di 

2. Pasal Yang 

Digunakan  

Pasal 112 ayat (1) UU 

Nomor 35 Tahun 2009 

Pasal 112 ayat (1) UU 

Nomor 35 Tahun 2009 

3. Tuntutan 

Pe$nuntut 

Umum 

Pidana pe$njara 7 tahun 6 

bulan, de$nda Rp. 1M, 

subsidair 6 bulan pe$njara 

Pidana pe$najra 6 tahun 6 

bukan, de$nda Rp. 1M, 

subsidair 3 bulan pe$njara 

4. Pidana Yang 

Dijatuhkan 

Pidana pe$njara 6 tahun, 

de$nda Rp. 1M, subsidair 

2 bulan pe$njara 

Pidana pe$njara 5 tahun 6 

bulan, de$nda Rp. 1M, 

subsidair 3 bulan pe$njara 

5. Barang Bukti Sabu ± 0,38 gram 

Sisa barang bukti se$te$lah 

pe$me$riksaan kristal 

me$tamfe$tamina de$ngan 

ne$tto 0,0015 gram 

Sabu 1,43 gram 
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 Be$rdasarkan tabe$l di atas me$nunjukkan 2 (dua) putusan hakim 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri Be$kasi yang diambil pe$ne$liti te$rhadap te$rdakwa tindak 

pidana narkotika. Adapun pidana yang dijatuhkan dari putusan-putusan 

be$rbe$da padahal dakwaan yang dijatuhkan sama yaitu Pasal 112 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 te$ntang Narkotika yang be$rbunyi: 

 “Se$tiap orang tanpa hak atau me$lawan hukum me$miliki, 

me$nyimpan, me$nguasai, atau me$nye$diakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman, dipidana de$ngan pidana pe$njara paling singkat 4 

(e$mpat) tahun dan paling lama 12 (dua be$las) tahun dan pidana de$nda 

paling se$dikit Rp. 800.000.000,00 (de$lapan ratus juta rupiah) dan 

paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

 Te$rdakwa nomor putusan  687/Pid.Sus/2020/PN Bks (se$lanjutnya 

dise$but Te$rdakwa pe$rtama) disita barang bukti be$rupa sabu se$banyak ± 0,38 

gram, dan sisa barang bukti se$te$lah pe$me$riksaan kristal me$tamfe$tamina 

de$ngan ne$tto 0,0015 gram dan dijatuhi hukuman pidana pe$njara 6 (e$nam) 

tahun, de$nda Rp. 1M, subsidair 2 (dua) bulan pe$njara. Adapun te$rdakwa 

putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks (se$lanjutnya dise$but te$rdakwa 

ke$dua) disita barang bukti be$rupa sabu-sabu 1,43 gram dan dijatuhi hukuman 

pidana pe$njara 5 (lima) tahun 6 (e$nam) bulan, de$nda Rp. 1M, subsidair 3 

(tiga) bulan pe$njara. 

 Tabe$l te$rse$but me$nunjukkan te$rdakwa nomor putusan  

687/Pid.Sus/2020/PN me$miliki barang bukti le$bih se$dikit dibandingkan 

te$rdakwa  putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks. Namun te$rdakwa 

pe$rtama justru dijatuhi hukuman pidana le$bih lama dibandingkan Te$rdakwa 

ke$dua. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada disparitas pidana te$rhadap 

Te$rdakwa dalam tindak pidana narkotika. 
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 Hakim dalam me$njatuhkan putusan te$ntu me$mpe$rtimbangkan 

be$rbagai faktor yang me$njadi dasar pe$ne$tapan hukuman te$rte$ntu bagi 

te$rdakwa. Ada dua dasar pe$rtimbangan hakim dalam me$mutuskan pe$rkara 

pidana yaitu se$cara yuridis dan se$cara non yuridis. Dalam Putusan Nomor 

687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, 

didaptlah dasar-dasar pe$rtimbangan-pe$rtimbangan hakim se$bagai be$rikut: 

1. Pe$rtimbangan yuridis 

a. Dakwaan jaksa pe$nuntut umum  

  Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan 

Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks didakwakan de$ngan 

dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 te$ntang Narkotika. Kare$na 

te$rdakwa te$lah didakwa de$ngan dakwaan subsidaritas, maka maje$lis 

hakim akan me$mpe$rtimbangkan te$rle$bih dahulu dakwaan primair, 

apabila dakwaan primair te$rbukti maka untuk dakwaan subsidair 

tidak pe$rlu dipe$rtimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair 

tidak te$rbukti se$lanjutnya akan dipe$rtimbangkan dakwaan subsidair. 

  Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, Pe$nuntut 

Umum me$minta agar Hakim me$mbe$rikan hukuman te$rhadap 

te$rdakwa Angga Finde$lla Noe$rpratama alias Black Bin Lusfiady 

de$ngan pidana pe$njara se$lama 7 (tujuh) tahun 6 (e$nam) bulan dan 

pidana de$nda se$be$sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

subsidair 6 (e$nam) bulan pe$njara. Se$me$ntara pada Putusan Nomor 
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748/Pid.Sus/2021/PN Bks, Pe$nuntut Umum me$minta Hakim 

me$njatuhkan pidana te$rhadap te$rdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin 

Junae$di de$ngan pidana pe$njara se$lama 6 (e$nam) tahun dan 6 (e$nam) 

bulan dan de$nda se$be$sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

subsidair 3 (tiga) bulan pe$njara. 

  Dalam studi Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks 

kare$na te$rdakwa saat ditangkap tidak se$dang transaksi narkotika 

je$nis sabu, be$rdasarkan hal-hal te$rse$but maka maje$lis hakim 

be$rke$simpulan bahwa unsur ke$tiga dalam Pasal 114 ayat (1) tidak 

te$rpe$nuhi. Se$hingga maje$lis hakim me$njatuhkan hukuman bagi 

te$rdakwa pe$nyalahgunaan narkotika dan me$mpe$rtimbangkan 

dakwaan subsidair. 

  Se$dangkan dalam Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN 

Bks saat pe$rsidangan saudara Sakipli (DPO) yang dikatakan me$njual 

narkotika je$nis sabu ke$pada Te$rdakwa tidak dapat dihadirkan dan 

juga uang se$bagai sarana untuk me$mbe$li tidak juga ada diajukan 

se$bagai barang bukti se$hingga maje$lis hakim be$rpe$ndapat dan 

be$rke$yakinan bahwa unsur me$nawarkan untuk dijual, me$njual, 

me$mbe$li, me$ne$rima, me$njadi pe$rantara dalam jual be$li, me$nukar 

atau me$nye$rahkan Narkotika Golongan I tidak te$rbukti dan 

te$rpe$nuhi. Maka se$lanjutnya maje$lis hakim akan me$mpe$rtimbangkan 

dakwaan subsidair me$langgar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 te$ntang Narkotika. 
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b. Fakta di pe$rsidangan 

  Fakta dipe$rsidangan adalah se$mua informasi atau bukti 

yang diajukan dan dipe$riksa di pe$ngadilan untuk me$mbantu hakim 

me$mahami apa yang se$be$rnarnya te$rjadi dalam kasus te$rse$but. 

Fakta-fakta dalam pe$rsidangan yang timbul dan me$rupakan konklusi 

kumulatif dari ke$te$rangan para saksi, ke$te$rangan te$rdakwa, dan 

barang bukti yang diajukan dan dipe$riksa dipe$rsidangan. 

  Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dipe$role$h 

fakta-fakta hukum be$rdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 

diajukan se$bagai be$rikut: 

  Bahwa be$rawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, 

saksi Zonalfian, S.H dan saksi Dwi Fe$riyanto, S.H (masing-masing 

anggota ke$polisian dari Polse$k Me$dan Satria) me$ndapatkan 

informasi dari masyarakat yang me$ngatakan bahwa se$kitar Kranji Rt 

03 Rw 15, Ke$l. Kranji, Ke$c. Be$kasi barat kota Be$kasi se$ring 

dijadikan te$mpat pe$nyalaghunaan narkotika ke$mudian saksi 

me$lakukan pe$nye$lidikan di lokasi te$rse$but, lalu se$kitar pukul 23.00 

WIB se$sampainnya di lokasi te$rse$but, saksi me$lihat dan me$ncurigai 

te$rdakwa yang se$dang be$rada di lokasi te$rse$but. Lalu dilakukan 

pe$ngge$le$dahan te$rhadap badan dan pakaian te$rdakwa dimana pada 

saat pe$ngge$le$dahan dite$mukan barang be$rupa 1 (satu) bungkus 

plastik klip be$ning yang be$risikan narkotika je$nis sabu yang 

dite$mukan di dalam mulut te$rdakwa. Se$lanjutnya atas pe$ne$muan 
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barang te$rse$but, te$rdakwa be$se$rta barang buktinya dibawa ke$ Polse$k 

Me$dan Satria guna pe$ngusutan le$bih lanjut. 

  Bahwa te$rdakwa tidak me$miliki izin untuk me$miliki, 

me$nyumpan, me$nguasai atau me$nye$diakan narkotika Golongan I 

bukan tanaman je$nis sabu te$rse$but untuk tujuan pe$nge$mbangan ilmu 

pe$nge$tahuan. 

  Bahwa be$rdasarkan Be$rita Acara Pe$me$riksaan Laboratoris 

Kriminalistik No. LAB: 3288/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2020 yang 

dibuat dan ditandatangani atas ke$kuatan sumpah jabatan ole$h 

Triwidiastuti, S.Si., A.Pt. dan Dwi He$rnanto, S.T se$laku pe$me$riksa 

pada pusat te$lah me$lakukan pe$me$riksaan te$rhadap barang bukti yang 

pada pokoknya me$nyimpulkan bahwa barang bukti de$ngan nomor 

1450/2020/PF be$rupa kristal warna putih te$rse$but adalah be$nar 

me$ngandung me$tamfe$tamina dan te$rdaftar dalam golongan I nomor 

urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 te$ntang 

Narkotika, de$ngan sisia barang bukti se$te$lah pe$me$riksaan adalah 1 

(satu) bungkus klip be$risikan kristal me$tamfe$tamina  de$ngan be$rat 

ne$tto 0,0015 gram.  

  Se$lanjutnya pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus 2021/PN 

Bks, be$rdasarkan dari ke$te$rangan-ke$te$rangan saksi-saksi 

dihubungkan de$ngan ke$te$rangan te$rdakwa dan barang bukti se$rta 

bukti surat naka dite$mukan fakta-fakta hukum se$bagai be$rikut: 
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  Bahwa te$rdakwa ditangkap pada hari Se$nin tanggal 30 

Agustus 2021 skitar pukul 07.00 wib, be$rte$mpat di Gudang Plastik 

jalan raya Mustikasari Rt 03 Rw 02 ke$lurahan Muktisari ke$camatan 

Mustika Jaya Be$kasi. Se$te$lah dilakukan pe$ngge$le$dahan atas diri 

te$rdakwa dite$mukan 4 (e$mpat) bungkus klip be$ning yang be$risikan 

narkotika je$nis sabu-sabu se$be$rat 1,43 gram yang disimpan didalam 

ge$nggaman tangan kiri te$rdakwa. 

  Bahwa se$te$lah diinte$rogasi, te$rdakwa me$ngaku bahwa 

barang bukti narkotika te$rse$but adalah milik te$rdakwa. Bahwa 

te$rdakwa me$mpe$role$h narkotika je$nis sabu te$rse$but dari saudari 

Shakip (DPO) de$ngan cara me$mbe$li se$harga Rp. 2000.000.000,- 

(dua juta rupiah) namun dibayar se$te$lah laku. Bahwa atas barang 

bukti yang dipe$rlihatkan dipe$rsidangan, te$rdakwa me$mbe$narkan. 

  Bahwa te$rdakwa tidak me$miliki izin dari pihak yang 

be$rwajib untuk me$miliki atau me$nggunakan narkotika je$nis sabu 

te$rse$but. Bahwa be$rdasarkan Be$rita Acara Pe$me$riksaan 

Laboratorium Kriminallistik No Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 

Se$pte$mbe$r 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si, 

Apt. MM dkk yang pada ke$simpulannya me$ne$rangkan bahwa barang 

bukti be$rupa kristal warna putih adalah be$nar me$ngandung 

me$tamfe$tamina yang te$rdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 

Lampiran Undang-undang Re$publik Indone$sia Nomor 35 tahun 2009 

te$ntang Narkotika.  
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2. Pe$ritimbangan non yuridis 

a. Kodisi diri te$rdakwa 

  Kondisi diri te$rdakwa me$ncakup ke$mampuan te$rdakwa 

untuk me$mpe$rtanggungjawabkan pe$rbuatannya, yang dalam hal ini 

be$rarti te$rdakwa sudah be$rada dalam usia de$wasa dan me$miliki 

ke$sadaran pe$nuh atas tindakannya, artinya dia cukup matang untuk 

me$nge$rti pe$rbuatnnya dan dampaknya. Te$rdakwa tidak se$dang 

me$ngalami gangguan me$ntal atau kondisi ke$jiwaan, se$pe$rti 

gangguan se$rius yang me$mbuatnya tidak me$nge$rti atau ke$hilangan 

kontrol atas tindakannya. De$ngan kata lain, te$rdakwa dianggap 

mampu me$mbe$dakan mana yang be$nar dan salah se$rta me$nge$tahui 

konse$kue$nsi yang mungkin timbul dari tindakannya. Kare$na itu, dia 

bisa dimintai pe$rtanggungjawaban pe$nuh atas tindak pidana yang 

dilakukannya. 

  Dari ke$dua putusan diatas yang mana Putusan Nomor 

687/Pid.Sus/2020/PN Bks, te$rdakwa atas nama Angga Finde$lla 

Ne$opratama alias Black Bin Lusfiady me$rupakan se$orang laki-laki 

be$rumur 29 tahun yang se$hat jasmani maupun rohani, dan Putusan 

Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, te$rdakwa atas nama Saiful Bahri 

alias Ipul Bin Junae$di me$rupakan se$orang laki-laki be$rumur 30 tahun 

yang se$hat jasmani dan rohani. Ke$dua putusan te$rse$but bahwa 

te$rdakwa sudah de$wasa dan mampu me$mbe$dakan mana yang be$nar 

dan salah. 
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b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

  Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana me$rujuk 

pada alasan atau dorongan di balik tindakan te$rse$but. Yang 

me$nunjukkan adanya niat atau maksud pe$laku untuk me$langgar 

hukum se$cara se$ngaja. Dalam konte$ks hukum pidana, hal ini be$rarti 

bahwa suatu pe$rbuatan dikate$gorikan se$bagai tindak pidana kare$na 

bukan hanya pe$rbuatannya yang be$rte$ntangan de$ngan hukum, te$tapi 

juga kare$na te$rdapat unsur ke$se$ngajaan dan tujuan te$rte$ntu me$njadi 

latar be$lakang tindakan te$rse$but. 

  Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, maksud 

dan tujuan te$rdakwa me$mbe$li, me$nyimpan dan me$nguasai narkotika 

golongan I bukan tanaman je$nis sabu te$rse$but adalah untuk 

dikonsumsi se$ndiri. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, 

Te$rdakwa me$ngaku bahwa barang bukti narkotika te$rse$but adalah 

milik te$rdakwa, dan te$rdakwa me$mpe$role$h narkotika te$rse$but de$ngan 

cara me$mbe$li dari saudara Shakip als Tosi (DPO) de$ngan cara 

me$mbe$li namun dibayar se$te$lah laku. Se$hingga dapat dilihat bahwa 

tujuan te$rdakwa me$miliki narkotika bukan hanya untuk konsumsi 

pribadi saja me$lainkan juga untuk dipe$rjualbe$likan. 

c. Cara me$lakukan tindak pidana 

  Cara me$lakukan tindak pidana me$rujuk pada me$tode$, atau 

te$knik yang digunakan ole$h pe$laku dalam me$laksanakan suatu 

pe$rbuatan yang dilarang ole$h hukum pidana. Cara ini dapat 
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me$mbe$rikan gambaran te$ntang niat, tingkat ke$se$ngajaan, 

karakte$ristik pe$laku. Hal ini dapat dilihat pada ke$dua putusan 

te$rse$but bahwasannya te$rdakwa tidak me$milli izin untuk me$miliki, 

me$nyimpan, me$nguasai atau me$nye$diakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman je$nis sabu. 

d. Sikap batin pe$laku tindak pidana 

  Sikap batin pe$laku tindak pidana me$rupakan salah satu 

unsur pe$nting dalam hukum pidana yang me$njadi pe$rtimbnagan 

hakim dalam me$mutuskan suatu pe$rkara. Dalam konte$ks ini, hakim 

akan me$mpe$rtimbangkan sikap batin pe$laku untuk me$ne$ntukan 

tingkat ke$salahan dan je$nsi pe$rtanggungjawaban pidana yang se$suai. 

Hal ini me$liputi adanya rasa be$rsalah yang tulus dan pe$nye$salan 

me$ndalam atas dampak yang ditimbulkan dari tindakannya, se$rta 

komitme$n kuat untuk tidak me$ngulangi ke$salahan se$rupa di masa 

de$pan. Dalam ke$dua putusan te$rse$but, te$rdakwa be$rjanji tidak 

me$ngulangi pe$rbuatannya, be$rsikap koope$ratif, dan me$nye$sali 

pe$rbuatannya. Hal ini dipe$rtimbangkan se$bagai sikap yang dapat 

me$ringankan hukuman. 

e. Riwayat hidup dan ke$adaan sosial 

  Dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, te$rdakwa 

me$miliki latar be$lakang se$bagai karyawan swasta dan tidak me$miliki 

catatan kriminal se$be$lumnya. Se$dangkan pada Putusan Nomor 
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748/Pid.Sus/2021/PN Bks, te$rdakwa me$miliki latar be$lakang se$bagai 

wiraswasta dan tidak pe$rnah dihukum se$be$lumnya. 

f. Sikap dan tindakan pe$laku se$sudah me$lakukan tindak pidana 

  Sikap sopan, pe$ngakuan yang jujur, dan pe$nye$salan 

te$rdakwa me$rupakan indikator positif yang me$njadi pe$rtimbangan 

pe$nting bagi hakim dalam me$njatuhkan putusan, faktor ini 

me$nunjukkan bahwa pe$laku me$mahami ke$salahannya dan me$miliki 

niat untuk me$mpe$rbaiki diri, se$hingga hakim dapat me$mbe$rikan 

ke$ringanan hukuman se$bagai be$ntuk pe$nghargaan atas itikad baik 

te$rse$but. 

g. Pe$ngaruh pidana pada masa de$pan pe$laku 

  Pe$ngaruh pidana te$rhadap pada masa de$pan pe$laku sangat 

signifikan dan dapat me$me$ngaruhi be$rbagai aspe$k ke$hidupan pe$laku 

di masa me$ndatang, baik se$cara pribadi maupun sosial. Hukuman 

pidana tidak hanya be$rdampak se$lama pe$nahanan atau sanksi lain 

yang dijatuhkan, te$tapi juga me$ninggalkan je$jak yang dapat 

me$me$ngaruhi ke$hidupan pe$laku dalam jangka panjang. Hal ini dapat 

dilihat pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, te$ori 

pe$midanaan yang di gunakan adalah te$ori re$latif, yakni hakim 

me$mbe$rikan hukuman de$ngan tujuan bukan se$bagai pe$mbalasan atas 

pe$rbuatan te$rdakwa, me$lainkan be$rtujuan untuk me$mbina dan 

me$ndidik agar te$rdakwa me$nyadari dan me$nginsyafi ke$salahnnya 

se$hingga me$njadi anggota masyarakat yang baik dike$mudian hari. 
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Se$me$ntara dalam Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, pada 

pe$rtimbangannya hakim tidak me$nye$butkan tujuan dari pe$midanaan. 

  Me$nurut pe$nulis, te$ori pe$midanaan yang digunakan ke$dua 

putusan te$rse$but adalah  teori gabungan. Yang mana dari te$ori 

te$rse$but perpaduan antara toeri absolut dan teori relatif, bahwa 

penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi sebagai 

sarana untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam teori 

ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi mengupayakan 

akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku. 

Te$rlihat pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, te$rdakwa 

dike$nai hukuman 6 (e$nam) tahun pe$njara dan de$nda 1 (satu) milyar, 

de$mikian pula pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, 

te$rdakwa dihukumi 5 (lima) tahun 6 (e$nam) bulan pe$njara dan de$nda 

1 (satu) milyar. Pe$mbe$rian hukuman pada ke$dua putusan te$rse$but 

me$rupakan hukuman yang cukup be$rat se$hingga me$mbe$rikan e$fe$k 

je$ra dan dapat me$nce$gah ke$mbali me$lakukan ke$jahatan se$rupa. 

Pe$njatuhan hukuman pe$njara yang signifikan dan de$nda dalam ke$dua 

putusan te$rse$but  me$mbe$rikan pe$san te$gas ke$pada masyarakat 

te$ntang be$ratnya konse$kue$nsi hukum atas pe$langgaran narkotika dan 

terdorong untuk mematuhi hukum. 

 Be$rikut me$rupakan pe$rtimbangan hakim yang me$mbe$ratkan dan 

me$ringankan te$rhadap te$rdakwa dalam Putusan Nomor 
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687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN 

Bks. Yang disajikan dalam tabe$l di bawah ini: 

Tabe$l 2. Alasan pe$mbe$rat dan alasan pe$ringanan 

No. No. 

Putusan 

Nama 

Te$rdakwa 

Alasan Pe$mbe$rat Alasan 

Pe$ringanan 

1. 687/Pid.Sus

/2020/PN 

Bks 

Angga 

Finde$lla 

Noe$rpratam

a alias 

Black Bin 

Lusfiady 

Pe$rbuatan 

te$rdakwa tidak 

me$ndukung 

program 

Pe$me$rintah dalam 

me$mbe$rantas 

Narkotika. 

- Te$rdakwa 

be$rlaku sopan 

dide$pan 

pe$rsidangan. 

- Te$rdakwa 

me$nye$sali 

pe$rbuatannya 

se$rta be$rjanji 

tidak akan 

me$ngulanginya. 

- Te$rdakwa 

be$lum pe$rnah 

dihukum. 

2. 748/Pid.Sus

/2021/PN 

Bks 

Saiful Bahri 

alias Ipul 

Bin Junae$di 

Bahwa pe$rbuatan 

te$rdakwa dapat 

me$re$sahkan 

masyarakat dan 

tidak me$ndukung 

- Te$rdakwa 

me$ngakui te$rus 

te$rang 

ke$salahannya. 

- Te$rdakwa 
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program 

pe$me$rintah yang 

lagi giat giatnya 

me$mbe$rantas 

pe$re$daran 

narkotika 

me$nye$sali 

pe$rbuatannya 

dan be$rjanji 

tidak akan 

me$ngulangi 

lagi. 

- Te$rdakwa 

be$lum pe$rnah 

dihukum. 

- Te$rdakwa 

be$rsikap sopan 

se$lama 

pe$rsidangan 

 

 Dalam me$njatuhkan suatu pidana, hakim tidak hanya 

me$mpe$rtimbangkan dari aspe$k satu sudut pandang se$mata, me$lainkan 

me$mpe$rhatikan be$rbagai aspe$k yang re$le$van. Hal ini te$rce$rmin dalam 

prose$s analisis te$rhadap faktor-faktor yang me$mbe$ratkan dan 

me$ringankan dalam putusan yang dimbil. Se$bagai ilustrasi, apabila 

se$orang te$rdakwa me$nunjukkan sikap koope$ratif, misalnya de$ngan 

me$mbe$rikan ke$te$rangan yang be$rbe$lit-be$lit se$lama pe$me$riksaan di 

pe$rsidangan, maka hal te$rse$but dapat me$me$ngaruhi be$ratnya putusan 

yang dijatuhkan. Se$baliknya, te$rdakwa yang be$rsikap koope$ratif, 
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me$mbe$rikan ke$te$rangan yang jujur dan je$las, ce$nde$rung me$ndapatkan 

ke$putusan yang le$bih ringan. 

 Pe$rtimbangan hakim te$rhadap te$rdakwa diatur dalam ke$te$ntuan 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan 

Ke$hakiman: 

1) Se$tiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 

dihadapkan di de$pan pe$ngadilan wajib dainggap tidak be$rsalah 

se$be$lum ada putusan pe$ngadilan yang me$nyatakan ke$salahnnya dan 

atau te$lah me$mpe$role$h ke$kuatan hukum te$tap. 

2) Dalam me$mpe$rtimbangkan be$rat ringannya pidana, hakim wajib 

me$mpe$rhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari te$rdakwa. 

 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 te$ntang 

Ke$kuasaan Ke$hakiman se$cara te$gas me$nyatakan bahwa se$tiap hakim 

wajib me$me$pe$rhatikan sikap se$rta itikad baik atau buruk dari te$rdakwa 

dalam prose$s pe$rsidangan. Ke$te$ntuan ini me$ne$gaskan pe$ntingnya pe$ran 

hakim dalam me$nimbang faktor-faktor yang me$me$ngaruhi be$rat atau 

ringannya pidana yang akan dijatuhkan. 

 Hal ini dapat me$nunjukkan adanya pote$nsi disparitas pidana, 

me$ngingat se$tiap te$rdakwa me$miliki latar be$lakang, motif, karakte$ristik, 

dan ke$adaan yang be$rbe$da-be$da. De$ngan de$mikian, pe$rtimbangan yang 

me$mbe$ratkan maupun me$ringankan tidak se$lalu se$ragam antar kasus, 

me$lainkan dise$suaikan de$ngan fakta-fakta dan kondisi spe$sifik yang 

dite$mukan dalam se$tiap pe$rkara.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam disparitas pemidaan 

pada Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor: 

748/Pid.Sus/2021/PN Bks, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Disparitas pidana te$rjadi kare$na pe$rbe$daan pe$rtimbangan hakim 

dalam me$nilai kasus yang se$rupa. Se$pe$rti dalam Putusan Nomor 

687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, 

me$skipun ke$duanya me$langgar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 te$ntang Narkotika, namun hukuman yang dijatuhkan be$rbe$da. 

Adapun pe$rtimbangan hakim dalam me$njatuhkan putusan te$rkait tindak 

pidana narkotika yang me$nye$babkan disparitas pe$midanaan adalah 

pe$rtimbangan be$rsifat yuridis dan non yuridis. Serta faktor pemberat dan 

peringanan yang dapat menyebabkan disparitas pemidanaan, kedua putusan 

tersebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

memberantas narkotika dibuktikan dengan kepemilikan narkotika tanpa 

adanya izin dari pihak berwenang, hal ini menjadi faktor yang memberatkan. 

Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, dalam persidangan terdakwa 

mengakui terus terang atas perbuataanya, hal ini menjadi faktor yang 

meringankan sedangkan pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, 

tidak tertera bahwa terdakwa mengakui secara terus terang dalam 

persidangan. 
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B. Saran 

1. Hakim se$laku orang yang me$mutus pe$rkara di pe$ngadilan se$baiknya 

dalam me$nimbang dan me$mutuskan pe$rkara didasarkan pada nilai 

ke$adilan se$bagai prioritas utama. Namun, ke$adilan ini pe$rlu 

dise$imbangkan de$ngan nilai-nilai lain, se$pe$rti ke$pastian hukum dan 

manfaat yang dihasilkan agar putusan yang dike$luarkan me$njadi putusan 

yang ide$al se$hingga dapat dite$rima ole$h se$luruh pihak. 

2. Pe$rlu adanya upaya le$bih lanjut dari le$mbaga pe$radilan untuk me$rancang 

pe$doman pe$midanaan yang le$bih be$rstandar. Pe$doman ini dapat 

me$ngurangi pe$rbe$daan signifikan dalam putusan untuk kasus yang 

se$rupa. 

3. Dalam pe$ne$litian lanjutan, data me$nge$nai disparitas pe$midanaan dapat 

dipe$rluas de$ngan me$nganalisis le$bih banyak putusan pe$ngadilan. Hal ini 

dapat me$mbe$rikan gambaran yang le$bih kompre$he$nsif te$rkait pola-pola 

yang me$nye$babkan disparitas. 
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